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penelitian ini sepenuhnya tidak akan berhasil. Oleh karena
itu pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih
yang tidak terhingga kepada
1. Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M. yang telah
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ABSTRACT

Hasanudin. 0606005196, “Yurisdictional Analysis About The
Independency of Curator In Management and Settlement

Bankrupcty.”, Tesis, Magister,Faculty Of Law University of
Indonesia, 2008.

The curator can be independent if not any collide with
interest. A call collided with interest if the curator
become creditor. The curator have familt relationship with
stokeholder or with management of debtor. The curator have
share morethan 10 percent on the creditor and debtor. The
curator independent must be respected by person. First,
another person interfere in duty of the curator that is an
contempt of court. That means the curator is promoted by
the court of commerce and the curator carry out their duty
for the sake of the court interest, beside debtor interest
and the creditor. Second, the curator can not be claimed
because performance of duty. The curator can not be calimed
if the curator carry out their duty on the rule. Third, The
curator can be charged if the curator does not carry out
statutory obligations or the curator act against with their
duty and authorithy confirm with the law. The curator must
response the fault in carrying out the duty of the
management or the settlement that cause the 1loss of
bakrupt’s property.
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ABSTRAK

izi::udln. 0606005196, “Analisis Yuridis Independensi
or Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.”,

gg;;sr Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Kurator dapat dikatakan independen apabila tidak ada
benturgn kepentingan. Dianggap telah terjadi benturan
kepentingan apabila terjadi antara lain Kurator menjadi
salah satu Kreditur, Kurator memiliki hubungan kekeluargaan
dengan pemegang saham pengendali atau dengan Pengurus dari
perseroan Debitur, Kurator memiliki saham lebih dari 10
persen pada salah satu perusahaan Kreditur atau pada
perseroan Debitor. Independensi Kurator harus dihargai oleh
setiap pihak. Pertama, Campur tangan pihak ketiga terhadap
pelaksanaan tugas Kurator merupakan contempt of court,
yaitu karena Kurator diangkat oleh pengadilan (Pengadilan
Niaga) dan dalam menjalankan  tugasnya itu Kurator
menjalankan tugas adalah demi kepentingan pengadilan, di
samping demi kepentingan Debitur dan keseluruhan para
Kreditur. Kedua, Kurator tidak dapat digugat karena telah
menjalankan tugasnya itu. Adalah bertentangan dengan hukum
apabila Kurator digugat karena telah melaksakanan ketentuan
undang-undang atau melaksanakan statutory obligations-nya.
Ketiga, Kurator hanya dapat digugat apabila telah tidak
melaksanakan statutory obligations-nya atau telah bertindak
bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagaimana
ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan. Kurator
bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang
menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat
digugat dan wajib membayar ganti kerugian. Kurator tidak
dapat membebaskan diri dari tanggungjawab sebagai akibat
dari kelalaian untuk melakukan pemberesan. Sanksi perdata
setidak-tidaknya dapat dibebankan berdasarkan pasal 1365
Kitab Undang Undang Hukum Perdata oleh pihak yang
dirugikan. Kurator jugg .dapat Qigugag untuk
bertanggungjawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang
dirugikan atas sikap dan perbuatan.Kurator. Bahkap Kurator
harus pertanggungjawab secara pidana atas sikap dan

perbuatannya itu.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa
negara asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun
1997 telah menimbulkan goncangan perekonomian yang
cukup besar, terutama terhadap kemampuan dunia usaha
dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan
kegiatan usahanya. Tidak sedikit yang mengalami gulung
tikar, sedangkan yang masih bertahanpun hidupnya
menderita. Dunia usaha merupakan dunia yang paling
menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah
melanda. Indonesia termasuk negara yang paling
menderita dan merasakan akibatnya.

Untuk mengantisipasi kecenderungan dunia usaha
menuju pada kebangkrutan yang berdampak pada tidak
terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo,
pemerintah melakukan perubahan-perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu

sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



utang piutang yang erat kaitannya dengan banglesmthya

dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang’ yang selanjutnya

disebut dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK) maka
kemudian menimbulkan pengaruh yang besar dalam dunia
usaha di Indonesia.

Peraturan tentang kepailitan terlahir sejak zaman
penjajahan yang dapat dilihat bentuknya seperti
Verordening op Het Failissement (FV) S.1905 No. 217 jo
S.1906 No. 348 yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor
1 Tahun 1998 dan disetujui DPR menjadi UU No. 4 Tahun
1998 untuk kemudian disempurnakan menjadi UU No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa
dalam sejarahnya, peraturan kepailitan yang lama
sebenarnya tidak berlaku untuk golongan rakyat pribumi.

Undang-undang kepailitan tersebut hanya berlaku bagi

golongan Eropa dan Timur BAsing.? Hal ing terjadi

! Indonesia, Undang-undang Tentan
Pembayaran Uutang. No. 37, LN,
2 A, Yani, Gunawan Widjaja,
Jakarta, 1999.

g Kepailitan panp
Penundaan Kewajiban
No. 131 Tahun 2004, TLN. No.n394e;’aJl ;

K ;
epailitan, Hal, 3, Rajawali Press,
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mengingat belum adanya fundamental perekonomian yang
kuat karena Indonesia dicengkeram dalam penjajahan.

Barulah pada beberapa dekade pasca kemerdekaan
perekonomian Indonesia setiap tahunnya berkembang pesat
dengan ditandainya perubahan karakteristik dunia usaha
Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dari dunia usaha
yang sebelumnya dikuasai pedagang kecil dan menengah
kepada dunia usaha yang berorientasi bisnis profit atau
industrialis dengan skala kegiatan yang membutuhkan
modal sangat besar dengan transaksi bisnis yang semakin
kompleks.

Sejak dikenal luas kepailitan ternyata cukup banyak
digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen. Para pihak
yang dipailitkan umumnya adalah pedagang, pemilik toko,
pendeknya adalah masyarakat kebanyakan yang benar-benar
menggunakan kepailitan sebagai alat “keluar” dari utang
yang tidak mampu dibayarnya.? Dengan kata lain kreditur
menggunakan instrumen kepailitan sebagai jalan keluar

dari utang yang tidak mampu dibayar oleh debitur.

3 prof. DR. Erman Rajagukguk SH LLM mengumpulkan banyak artikel dan
publikasi mengenai kepailitan dari periode awal kemerdekaan RI, dari
situ terlihat bahwa secara kuantitas banyak sekali orang dinyatakan
pailit pada masa itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan pada
masa itu memang merupakan instrumen umum yang berlaku pada dunia
perdagangan, sayangnya artikel ini tidak dipublikasikan.
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Sebagai jawaban akan kebutuhan peraturan kepailitan
yang semakin besar pemerintah memberikan dua alasan,
yaitusz?

1. Adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak
untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi
penyelesaian yang cepat, adil, terbuka, dan efektif
guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang
besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian
nasional.

2. Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat krisis
moneter vyang terjadi sejak tahun 1997, terutama
terhadap masalah utang piutang di dunia usaha
nasional,® penyelesaian yang cepat mengenai masalah
ini akan sangat  membantu bagi pihak yang
berperkara.

Pada saat disempurnakannya 1 Failissement
Verordening (FV) melalui Perpu Kepailitan, Indonesia

sedang mengalami krisis ekonomi yang menjadi krisis di

‘ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1998.

> Penyelesaian yang cepat akan dapat mengatasi situasi perekonomian
yang tidak menentu seperti krisis ekonomi tahun 1998. Sebagai contoh
akibat dari krisis yang terjadi banyak perusahaan dan perorangan yang
tidak mampu membayar utang. Perusahaan banyak yang bangkrut akibat dari
anjloknya nilai tukar rupiah sehingga tidak mampu lagi memikul biaya

produksi dan belanja yang mengakibatkan PHK massal terjadi di mana-
mana.
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segala bidang. Nilai rupiah terhadap uang asing terjun
bebas®, membuat pengusaha swasta nasional terancam
mengalami kegagalan membayar utang.

Di sektor kalangan perbankan, pemerintah telah
melikuidasi bank-bank swasta dan mengambil alih hak dan
kewajibannya. Bank Indonesia memperkirakan bahwa
terdapat USD 67 miliar utang swasta nasional yang jatuh
tempo pada saat yang sama.’  Sehingga diperlukan revisi
peraturan Kepailitan yang dipercaya sebagai jalan
keluar mengingat wutang menjadi salah satu agenda
penting yang diprioritaskan oleh negara donor.

Untuk mengamankan kepentingan negara donor,
International Monetary Fund (IMF) bersama Tim Ekonomi
Indonesia mengkaji kembali peraturan kepailitan yang
diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan disetujui oleh DPR
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian
disempurnakan lagi menjadi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

6 Merosotnya nilai tukar sempat mencapai titik terburuk sekitar Rp.

17.000,- untuk setiap US Dollarnya.
7 “pengadilan Niaga setelah empat bulan, Pengadilan Niaga masih banyak
kelemahannya” Kontan, Edisi 15/1I1/1999, 4 Januari 1999.
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Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan tidak

semuanya dilakukan secara total menyeluruh tetapi hanya

mengubah dan memperbaharui beberapa pasal yang ada.

Pokok-pokok penyempurnaannya meliputi segi-segi penting

yang dinilai perlu guna mewujudkan penyelesaian masalah

utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif,

yaitu =8
1. Syarat-syarat dan prosedur permintaan (permohonan)

pailit;

Tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang
dapat diambil oleh pihak kreditur atas kekayaan
debitur sebelum adanya putusan kepailitan;

Peneguhan fungsi kurator dan dibukannya kemungkinan
adanya kurator swasta;

Pengesahan bahwa upaya hukum yang mungkin adalah
kasasi (tanpa banding) serta tata caranya yang
lebih jelas;

Adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak
diantara kreditor yang memegang hak tanggungan,

agadai atau agunan lainnya;

8

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Hal. 7, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2005.
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6. Penyempurnaan ketentuan mengenai penundaan
pembayaran;

7. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan
pengadilan niaga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek penting
yang diberikan kepada Undang-Undang Kepailitan sudah
cukup memadai dengan memberikan pelayanan  hukum
kepailitan pada proses pengadilan yang transparan,
cepat dan dapat diperkirakan hasilnya.

Seorang kurator menyebutkan bahwa nilai pemulihan
utang yang umum dicapai dalam proses kepailitan
berkisar 11,6% dari nilai utang pokok.9 Jelas sekali
nilai ini jauh dari memuaskan bagi kreditur, sehingga
tidak sedikit yang kecewa dengan hasil proses
kepailitan yang dijalaninya. Selain itu banyak Jjuga
kepentingan terselubung, misalnya adanya pemain dalam
perkara kepailitan dengan kasus kreditur fiktif dan

sebagainya.

% Lihat Laporan Survey Kurator dan Pengurus, suatu penelitian berupa
wawancara dengan kurator dan Pengurus yang telah menjalankan penugasan.
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Lahirnya Undang-Undang Kepailitan, telah mengubah

ketentuan kepailitan peninggalan koloniall? yang
mendapat sambutan hangat masyarakat keuangan
internasional.

Jerry Hoff mengungkapkan :!' " The International

financial community views the introduction of a
complete reform of the legal machinery in this area as
essential.”

“Jika sebelumnya kreditur internasional siap
memberikan pinjaman dananya dalam jumlah cukup besar
kepada debitur di Indonesia, padahal saat itu Indonesia
belum mempunyai Undang-Undang Kepailitan, maka dengan
lahirnya Undang-Undang Kepailitan ini tentu memberikan
harapan akan lebih baik lagi.”

Melihat begitu pentingnya instrumen ini, maka dapat
dikatakan bahwa kepailitan merupakan suatu proses
dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan
keuangan untuk  membayar utangnya yang kemudian
dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini

Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tersebut tidak

dapat membayar uangnya.’ Selain itu kepailitan sendiri

10 pada masa pemerintahan kolonial hingga tahun 1998, peraturan
kepailitan yang berlaku adalah Failissement Verordening S. 1905-217 jo.
S. 1906-348. Peraturan ini kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun
1998 yang selanjutnya diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang.

1 Jerry Hoff, Indonesian Bankruply Law, Hal. 3, Tata Nusa, Jakarta,
1999.

2. J. Djohansyah, Pengadilan Niaga di dalam Rudi Lontoh (ed),
Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayar
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adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur
untuk kepentingan semua krediturnya dengan tujuan
adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada
semua kreditur yang terkait dengan tidak
mengesampingkan untuk memperhatikan hak-hak mereka
masing-masing.®?

Bila debitur mempunyai satu kreditur dan tidak
dapat melunasi utangnya dengan kewajibannya, kreditur
berhak menggugat secara perdata ke Pengadilan dan bila
putusan dimenangkan kreditur maka seluruh harta debitur
menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur.
Sebaliknya bila debitur mempunyai lebih dari satu
kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk
membayar lunas semua kreditur maka besar kemungkinan
para kreditur akan menempuh berbagai cara untuk
mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.
Terkadang kreditur yang datang terlambat sangat mungkin

sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran pelunasan

Utang, Hal. 23, Alumni, Bandung, 2002. Lihat juga pasal 1 UU No. 4
Tahun 1998.

13 pred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan
sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998, dalam Penyelesaian
Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Rudy A. Lontoh (ed), hal. 125, Alumni, Bandung, 2001.
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karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak

adil dan cenderung merugikan para kreditur itu sendiri.

Bahwa sejak diputuskannya seorang debitur menjadi
pailit oleh Pengadilan Niaga akan membawa implikasi
hukum yaitu : dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh
harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur
pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya,
sedangkan bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian
tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan
debitur pailit.

Untuk kepentingan tersebut di atas, Undang-Undang
Kepailitan mengatur suatu pihak yang akan mengurus
persoalan debitur dan kreditur yaitu kurator yang akan

melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit

setta penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit

dengan para krediturnya.

Dengan melihat pentingnya peran kurator dalam

proses pengurusan dan pemberesa“ kepailitan maka
14
penu lis mengambil judul AnaliSiS Yur i di S Indepe d si
naen

Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemb
€resan Harta Pailit
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Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis
mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada,
yaitu
1. Bagaimanakah independensi kurator dalam pengurusan

dan pemberesan harta pailit kepailitan dilakukan ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab kurator apabila kurator
tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga
menyebabkan debitur menderita kerugian ?
3. Bagaimanakah penegakkan prinsip kurator dalam

pengurusan dan pemberesan harta pailit ?

Kerangka Teori Dan Konsep

Amandemen UUD 1945 Perubahan Keempat pasal 33
ayat 4 menetapkan bahwa
“perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan
asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketetapan ini harus diuji di lapangan dalam

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-
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2004'* dimana salah satu bidang yang mendapat perhatian
serius adalah upaya percepatan penyehatan perbankan15
nasional.

Percepatan penyehatan perbankan melalui suatu
pemulihan aliran dana kredit ke sektor riil diharapkan
mampu menyehatkan perekonomian Indonesia dengan
menciptakan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja dan masuknya kembali investasi ke Indonesia.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Jeremy

Bentham!®

yang menyatakan bahwa manusia akan melakukan
tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-
besarnya dan mengurangi penderitaan. Atas dasar ini,
baik dan buruknya suatu perbuatan diukur apakah
perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.
Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan,
baik dan buruknya ditentukan oleh ukuran tersebut di
atas.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang yang banyak

memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat

¥  Indonesia, Undang-undang Tentang Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS) Tahun 2000-2004. No. 25, LN. No. 206 Tahun 2000.

1> Bank merupakan subyek hukum dan mempunyai kecakapan untuk melakukan
tindakan hukum seperti halnya menjadi Kreditur bagi pelaku dunia usaha.
' pari Lili Radjidi dan Ira Radjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori
Hukum, Pt. Adtya Bakti, Bandung, 2001.
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akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Tujuan
pencapaian kebahagiaan sebesar-besarnya tersebut
tentunya tidak boleh lepas dari kerangka bahwa masih
ada hukum di alam yang berasal dari Tuhan, yaitu suatu
hukum yang ada bersama-sama dengan kodrat manusia dan
yang lebih sempurna sifatnya.!’ Oleh karena kesadaran
dan keinginan untuk menciptakan hukum yang lebih
sempurna itulah, maka masyarakat merasa bahwa keadilan
harus diperbaiki dari waktu kewaktu dengan
menyempurnakan undang-undang atau perjanjian. Dengan
demikian hukum alam merupakan suatu pendorong bagi
terciptanya suatu konsepsi mengenai rasa keadilan yang
abadi dan universal.

Wujud dari pengejaran rasa konsepsi keadilan
tersebut oleh Rescoe pound18 dinyatakan dengan dalil
bahwa :

“Hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial (Law as a
tool of social engineering) atau menjadi alat untuk
mendapat kebahagiaan di atas karena tujuan dari

rekayasa sosial ini adalah untuk mencapai suatu
struktur masyarakat yang sedemikian rupa sehingga

17 pjhat E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

18 Rescoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan M Radjab,
Penerbit Bharata, Jakarta, 1996.
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utuhan

secara maksimal dapat dicapai kepuasan akan keb U
”

dengan seminimal mungkin benturan dan pemborosan.

Berlandaskan pemikiran di atas Mochtar

Kusumaatmadja?® mengatakan bahwa
“Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan

juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan
berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.”

Secara ringkas pemikiran Mochtar Kusumaatmadja

adalah bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana

pembaharuan masyarakat kearah yang dikehendaki. Kalau

dianalisis lebih lanjut makna definisi itu adalah

a. Bahwa kata asas dan kaidah menggambarkan hukum
sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan
proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.
Hukum sebagai gejala normatif, diartikan bahwa
bentuk hukumnya yang dikehendaki adalah perundang-
undangan, sedangkan hukum sebagai gejala sosial
berarti faktor-faktor non yuridis, seperti
dikatakan Kelsen dalam teori murni tentang hukum
yaitu : “filosofis, Etis, Sosiologis, Ekonomi dan

Politik” perlu diperhatikan. Sebagai cerminan

1% satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000.

20

Mochtar Kusumaatmadmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan,

Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
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suasana pembangunan (das sein) harus di sollen kan,

yaitu perundang-undangan mana yang harus
diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan.

b. Selanjutnya kata asas menggambarkan bahwa Mochtar
Kusumaatmadja memperhatikan padanan aliran hukum
alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-
nilai moral tertinggi yaitu keadilan.

Lembaga perikatan di Indonesia telah diatur pula
dalam Buku III KUHPerdata, tentang perikatan
sebagaimana pada pasal mengenai perjanjian maka
sebagai dasar hubungan antara debitur dan kreditur
diadakan perjanjian seperti perjanjian kerjasama dan
utang piutang.

J. Satrio mengatakan bahwa . “perjanjian
kerjasama, utang piutang sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1338 KUHPerdata yang dikenal sebagai asas
kebebasan berkontrak (pacta sun servanda) dan menjadi
dasar bagi setiap orang untuk membuat perikatan atau
perjanjian dengan pihak lain asalkan tidak
bertentangan dengan undang-undang yang bersifat
memaksa. %!

Pelaksanaan atas penerapan dari azas kebebasan

berkontrak yang dibuat atas dasar perjanjian dapat

21

J.

Satrio, Hukum Perikatan Pada Masa Sekarang, Penerbit Alumni,

Bandung, 1991, hlm. 36
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dijadikan sebagai dasar untuk timbulnya perikatan
antara satu orang dengan orang lain atau badan hukum
dengan badan hukum lain baik badan hukum Indonesia
maupun asing.

Selain adanya asas dari perjanjian tersebut
undang-undang juga telah memberikan perlindungan hukum
sebagai Jjaminan bagi kreditur bahwa debitur akan
melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.
Ketentuan hukum yang memberikan jaminan dan pemberian
utang oleh kreditur kepada debitur diatur dalam pasal
1131 dan 1132 KUHPerdata.”

Dalam hubungan hukum seperti nilai itikad baik
dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan kreditur
dalam hubungan utang-piutang atau pemenuhan kewajiban
untuk memberikan sesuatu, untuk tidak memberikan
sesuatu atau untuk berbuat sesuatu antara debitur dan
kreditur pada dasarnya dilaksanakan atas dasar
perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

22 pssal 1131 KUHPerdata berbunyi “segala harta debitur baik yang

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur”.
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Diterimanya syarat ‘itikad baik’ tidak hanya
pelaksanaan perjanjian, tetapi sudah harus ada sejak
saat dibuatnya perjanjian dan diterimanya unsur
penyalahgunaan keadaan (mesbruik van de
omstandinghedeq) sebagai dasar untuk menuntut
pembatalan perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak
tidak lagi tampil dalam bentuk yang utuh.

Dalam praktek seorang debitur tidak hanya terikat
utang atau kredit pada satu kreditur saja, tetapi
dapat pula pada waktu yang bersamaan terikat dengan
beberapa kreditur-kreditur sehingga harta kekayaan
debitur menjadi agunan bukan kepada kreditur tertentu
saja tetapi akan menjadi jaminan kepada semua kreditur
lainnya.

Menurut ketentuan pasal 1132 KUHPerdata bahwa
“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi
semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila diantara pada berpiutang
itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan

yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-undang. Pemberian kredit
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atau utang oleh kreditur kepada debitur, karena

kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan

pinjaman itu tepat pada waktunya?® karena tujuan dari
kredit atau utang adalah sebagail motivator dan
dinamisator peningkatan kegiatan usaha dan berperan
dalam peningkatan modal usaha secara maksimal guna
mencapai tujuan memperoleh keuntungan (profit
oriented). Bilamana pada suatu waktu tujuan untuk
memperoleh keuntungan (profit) tidak tercapai yang
berakibat pailit kemudian menyebabkan debitur atau
perusahaan tidak dapat mengembalikan kredit atau
utangnya kepada kreditur tepat pada waktunya maka akan
menimbulkan pembayaran kredit atau utang terhenti

atau

macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur
tidak mampu membavar lunas utang tepat pada waktunya
14

di dalam hukum perjanjian

dinamakan dengan

wanprestasi. Keadaan ini kemudian dapat digunakan

23 Gatot Supramono, Perbankan dan Masa

Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1997, him. ::hoairedit,
sebelum .memberikal:\ kredit ada lima faktor VT da'm pPerbankan keyakinan
of Credit Analy§1§ atau prinsip 5C’g (Charagct_ ikenal dengan The Five
collateral, condition of economy. er, capacity, capital,

Suatu Tinjauan
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sebagai dasar oleh kreditur untuk melakukan upaya
hukum dengan menuntut pelunasan kewajiban debitur.
Debitur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pelunasan utang, dalam hal debitur melakukan ingkar
janji (wanprestasi) . Keadaan wanprestasi membawa
akibat yang merugikan bagi kreditur maka sejak saat
itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang
timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut.
Kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan atas
wanprestasi terhadap debitur melalui Pengadilan Niaga,
tetapi dalam praktek adakalanya debitur tidak hanya
terikat pada satu orang kreditur saja tetapi beberapa
kreditur, dalam keadaan ini Undang-undang telah
mengatur tentang tingkat prioritas dalam urutan
pelunasan kepada para kreditur hal ini adalah sebagai
konsekwensi berlakunya azas UU Kepailitan sebagaimana
telah diatur dalam pasal 1131 dan 1135 KUHPerdata.?*
Tetapi ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata
tersebut belumlah cukup untuk menyelesaikan masalah

utang-piutang dan karenanya perlu ada undang-undang

24 pasal 1135 KUHPerdata berbunyi : Diantara orang-orang berpiutang
yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifatnya
hak-hak istimewa.
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i i membag i
lain yang mengatur mengenal bagaimana cara embagi

hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi

utang-piutang masing-masing krediturnya.

Apabila seorang debitur memiliki lebih dari
seorang kreditur dan diantara kreditur tersebut
terdapat kreditur yang merupakan kreditur preferen
maka perlu adanya pengaturan pembagian hasil penjualan
asset demi ketertiban dan kepastian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1134
KUHPerdata yang menyatakan : “Hak Istimewa ialah hak
yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada
kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya”.

Menurut ketentuan tersebut, kreditur pemegang hak
jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang

Hak Istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil

penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal

1131 KUHPerdata menjadi agunan atay jaminan bagi

utang-utangnya. Sedangkan  diantara sesama para

kreditur konkuren, mempunyai kedudukan yang sama dan

berhak memperoleh hasil

Penjualan harta kekayaan

debitur, baik yang telah ada Maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, setelah sebelumnys dikurangi dengan
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kewajiban membayar piutang kepada para kreditur
pemegang Hak Jaminan dan para kreditur dengan Hak
Istimewa secara proporsional menurut perbandingan
besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren
tersebut (berbagi secara pari passu pro rate parte).

Cara pembagian pelunasan utang debitur terhadap
kreditur tersebut telah diatur pula dalam Undang-
Undang Kepailitan, yaitu Faillisement Verordening S
1905 No. 217 jo 1906 No. 348 sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 dan
kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 37
Tahur 2004. Dengan penyempurnaan undang-undang
kepailitan diharapkan dapat dicapai penyelesaian
masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan
efektif.

Undang-Undang = Nomor 37 Tahun 2004 sangat
memperhatikan keadilan atau keseimbangan sehingga
yang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan
benar-benar dilakukan oleh para profesional vyang
handal dan berkualitas seperti misalnya Akuntan,
Konsultan Hukum dan Penaksir yang semuanya itu oleh

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dibebani

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



22

pertanggungjawaban sebagaimana pasal 72 yang berbunyi

bahwa
“Kurator Dbertanggungjawab terhadap kesalahan dan
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan

atau pemberesan vyang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit.”

Bahwa pertanggung jawaban Juridis para Kurator
cukup berat dalam tugasnya, demikian pula bagi para
pengurus maka penguasaan hukum acara dan hukum materil
serta substansi dalam masalah kepailitan ini adalah
relevan dan sangat penting sekali bagi bagi Kurator
dan Pengurus.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanpa
penguasaan materi hukum kepailitan serta
profesionalisme yang tinggi dari kalangan Kurator
ataupun Pengurus, niscaya fungsi dan tugas Pengadilan
Niaga tidak akan lancar dan akan menjadi kendala.

Permohonan  kepailitan yang dikabulkan oleh
Pengadilan Niaga, pengurusan administratif dan
likuidasi akan diteruskan oleh kurator. Terhitung
sejak tanggal pailit ditetapkan, kurator berwenang

melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas
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harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi
atau peninjauan kembalj .2

Perlu dicermati apakah pengadilan niaga boleh
mengangkat pihak lain sebagai kurator bukan dari
calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitur dan
atau kreditur. Undang-Undang Kepailitan tidak
memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut.
Sudah seharusnya apabila pengadilan tidak mengangkat
selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitur
atau kreditur. Alasan yang logis adalah guna
menghindari benturan kepentingan antara hakim dan
kurator yang diangkat oleh hakim, selain juga agar
pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang
bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak
bertindak independen dan atau bertindak dengan itikad
baik.?®

Kurator adalah orang perseorangan yang
berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus
sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan

harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum

?* pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU.
26 sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: PUstaka Utama
Gratifi, 2002), hal. 210-211I.
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Dan Hak Asasi Manusia, sebagimana dimaksud dalam
Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan
peraturan pelaksanaannya.?’

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut
Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini
secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan,
yang disingkat BHP. BHP adalah suatu badan khusus dari
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mengurusi
masalah mengawasi pengawasan pengampuan. 2’

Bila melihat Undang-Undang, yang bertindak
sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam pasal 70

adalah : Balai Harta Peninggalan; dan kurator lainnya.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut dijelaskan
tentang apa yang dimaksud kurator lainnya adalah orang
perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka

mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah

?7 Lihat Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Lihat
juga standar Profesi Kurator dan pengurus, keduanya diterbitkan oleh
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

28 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian
Bankrupcty Law), diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi (Jakarta:Tatanusa,
2000), Hal. 65.
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terdaftar’® pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya,
seorang kurator perlu memilah kewenangan yang
dimilikinya berdasarkan undang-undang vyaitu (1)
kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlakukan
persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan (ii)
kewenagan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh
persetujuan dari pihak lain dalam hal ini hakim
pengawas. Sementara 1itu Jjika pasal 9 dihubungkan
dengan pasal 98 Undang-Undang Kepailitan tesebut
menggambarkan bahwa kurator dalam keadaan apapun hanya
mungkin bertindak setelah mendapat pemberitahuan
(salinan putusan) terhadap putusan pailit tesebut dari
Pengadilan Niaga.

Kontradiksi diatas membuat tidak adanya kepastian
hukum untuk menjawab apa sebenarnya wukuran dari
“segera” yang dimaksudkan oleh pasal 102 Undang-Undang
Kepailitan bagi kurator untuk memulai tugas dan

memulai pertanggungjawabannya terhadap konsekuensi

2% Tata cara ketentuan dan pendaftaran diatur dalam Pearturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HT.05.10 TH.2005 Tentang
Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang ditetapkan tanggal 24 Januari
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kerugian harta pailit akibat dari terlambatnya
pelaksanaan tugas kurator. Apakah tanggung jawab
tersebut telah berjalan sejak putusan pailit yang
dalam amar putusannya termasuk menyatakan pengangkatan
kurator tersebut.

Hal ini diperburuk oleh keadaan bahwa banyak
salinan putusan Pengadilan Niaga yang tidak sampai
pada Kurator maupun Hakim Pengawas dalam waktu 2 x 24
jam dari waktu permohonan pailit diputuskan, khususnya
bila Kurator ataupun Hakim Pengawas untuk sementara
tidak berada di wilayah kewenangan dari Pengadilan
Niaga tersebut. Hal ini semakin tidak memberikan
jawaban pada kata “segera” yang dimaksud oleh pasal
102 Undang-Undang Kepailitan tersebut. Siapakah yang
bertanggungjawab bila dalam masa Kurator ataupun Hakim
Pengawas belum mendapat putusan terjadi kehilangan
ataupun penghilangan terhadap aset debitur pailit yang
menimbulkan kerugian kepada para krediturnya ?

Apabila debitur yang dinyatakan pailit tersebut
adalah perusahaan publik ataupun perseroan terbuka
yang sahamnya masih tetap diperjualbelikan dalam bursa

walaupun putusan pailit telah ditetapkan oleh
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Pengadilan Niaga, siapakah yang bertanggungjawab
terhadap kreditur jika terjadi kerugian harta pailit
dalam transaksi yang dilakukan setelah debitur
tersebut dinyatakan pailit. Apakah kurator dapat
diminta pertangjawabannya terhadap akibat tersebut
berdasarkan konsekuensi hukum dari pasal 16 (1) pasal
24 (1) Undang-Undang Kepailitan?

Seberapa besarkah kewenangan Hakim Pengawas
terhadap Kurator untuk menetapkan media massa guna
mengumumkan dan melakukan pemanggilan terhadap debitur
dan kreditur yang untuk itupun Kurator harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas?
Bagaimana bila kemudian Hakim Pengawas tersebut tidak
melakukan tugasnya sesuai dengan aturan main yang
telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan?

Apakah keadaan tersebut mampu melindungi posisi
hukum dari Kurator dihadapkan dengan kewenangan dari
kreditur untuk meminta pertanggungjawaban Kurator
berdasarkan pasal 16 (1) pasal 24 (1) dan pasal 98
serta pasal 102 Undang-Undang Kepailitan yang memang
dimungkinkan berdasarkan pasal 72 Undang-Undang

Kepailitan? Atas konsekuensi waktu munculnya
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kewenangan dan tanggungjawab pengurusan dan pemberesan
harta pailit sejak waktu dinyatakannya debitur pailit,
dapatkah Kurator mengindahkan kewenangan dari Hakim
Pengawas tersebut bhila Hakim Pengawas tersebut tidak
kunjung memberikan penetapan ataupun telah melanggar
waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh Pasal 15 (4)
Undang-Undang Kepailitan? Atau bagaimana jika ternyata
Hakim Pengawas tersebut menetapkan media massa Yyang
justru tidak mempunyai peredaran yang luas, ataupun
media massa yang diyakini oleh kurator tersebut tidak
dibaca oleh kebanyakan kreditur (misalnya krediturnya
adalah PMA), dapat dan berwenangkah Kurator untuk
menolak kewenangan dari Hakim Pengawas tersebut?
Pemberian kewenangan mutlak pada Hakim Pengawas
terhadap penentuan media yang dipakai dan juga tanggal
rapat kreditur pertama seperti yang diatur dalam pasal
15 (4) dan pasal 85 (1) dapat menimbulkan
ketidakpastian 1langkah pengurusan Kurator terhadap
harta debitur pailit yang dapat saja hilang ataupun
merosot nilainya ataupun rusak dalam hal tidak

menentunya sikap dari Hakim Pengawas terhadap
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kemampuan dan kejujuran dalam pelaksanaan
kewenangannya tersebut.

Pasal 16, Pasal 24 (1) dan pasal 98 Undang-Undang
Kepailitan mengharuskan seorang Kurator bertindak
cepat dan tegas serta terukur untuk dapat melakukan
tugas tersebut yang tidak akan ada permasalahan selama
debitur pailit tersebut adalah debitur yang baik dan
patuh terhadap putusan pengadilan. Bagaimana bila
debitur berupaya untuk menghilangkan aset yang dalam
sita umum? Kurator Jjuga harus mengimbangi dengan
tindakan kongkrit yaitu dengan melakukan penyegelan
terhadap harta pailit tersebut.

Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa
kurator dapat melakukan penyegelan atas harta pailit
atas persetujuan dari Hakim Pengawas terlebih dahulu.
Akan menjadi masalah bila Hakim Pengawas sangat lambat
dalam bertindak atau tidak mampu melihat urgensi dan
kepentingan dari penyegelan tersebut untuk pengamanan
harta pailit, apakah kurator dapat melakukan
penyegelan aset debitur walaupun belum mendapat
persetujuan dari Hakim Pengawas atau bahkan telah

mendapat penolakan dari Hakim Pengawas?
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Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa
Kurator hanya dapat melakukan penjualan harta pailit
dengan terlebih dahulu mendapat 1ijin dari Hakim
Pengawas. Sangat  memungkinkan Kurator memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam menilai nilai yang
sebenarnya dari harta yang akan dijual, atau kurator
telah terlebih dahulu meminta bantuan dari appraisal
independen untuk melakukan penilaian yang seharusnya
terhadap harga aset tersebut.

Secara umum, pailit atau bangkrut itu adalah
suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar
dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur
atau agar harga tersebut dapat dibagi-bagi secara adil
antara para kreditur. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan
mengatur sebagai berikut:

1 Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
“dinyatakan pailit” (bukan “Dapat dinyatakan
pailit”) oleh putusan pengadilan yang berwenang
(dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik atas
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permohonannya sendiri maupun atas permintaan

seorang atau lebih krediturnya;

2. Permohonan sebagaimana dimaksud adalah ayat (1)
dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk

kepentingan umum, ;

3 Dalam hal debitur adalah bank, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank

Indonesia;
1. Dalam hal debitur yang merupakan perusahaan efek,
bursa efek, lembaga kliring dan penijaminan,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan
pernyataan peilit hanya dapat diajukan oleh Badan

Pengawas Pasar modal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pailit adalah suatu
kondisi ketidakmampuan debitur mengembalikan minimal
salah satu utangnya kepada salah satu kreditur dari
dua atau lebih kreditur setelah jatuh tempo dan dapat
ditagih, melalui suatu putusan pengadilan atas dasar
permohonan baik oleh debitur atau kreditur. Jadi

permohonan pailit itu dapat diajukan baik debitur atau
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kreditur, dan minimum ada 2 kreditur, dan salah satu

utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini
adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimanakah independensi kurator
dalam proses pengurusan dan pemberesan harta
pailit;

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab kurator
apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya dengan
baik sehingga menyebabkan debitur menderita
kerugian;

3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kurator untuk
kemudian diimplementasikan pada pengurusan dan
pemberesan harta pailit.

Sedangkan kegunaan  penelitian ini diharapkan
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teori maupun
praktek hukum, terutama hukum kepailitan dengan tidak
menutup kemungkinan hukum dagang, hukum ekonomi bahkan

secara keseluruhan dapat digunakan.
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1. Dalam pengembangan teori, diharapkan akan
memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum,
khususnya tentang kemandirian tugas kurator dan
pengurusan dan pemberesan dalam Kepailitan serta
memperkaya pustaka di bidang hukum;

2. Sedangkan dalam pengembangan praktek, penelitian
ini  diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah  dan masyarakat khususnya Kurator,

Pengurus dan Hakim Pengawas serta Pihak-pihak dalam

Proses Kepailitan;

E. Metode Pernelitian
Persoalan utama yang akan dibahas dalam tesis ini
adalah mengenai independensi kurator dalam pengurusan
dan pemberesan kepailitan debitur. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Mamuji’*° penelitian hukum normatif

atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;

* soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990), hlm. 14. Periksa juga
A. Hamid Attamimi, Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum:
Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekinder Bagi Penelitian
Hukum Dalam Perspektif Normatif, Bahan Lokakarya penyusunan Materi
Penataran untuk Metode Penelitian Kualitatif, FH UI, Jakarta, 3 - 4
Juni 1993.
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3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan
historikal;

4. perbandingan hukum;

5. sejarah hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, metode yang tepat
untuk tesis ini adalah metode penelitian31 hukum
normatif. Oleh karena obyek utama tesis ini adalah
mengenai independensi kurator dalam pengurusan dan
pemberesan kepailitan debitur, dengan demikian tesis
ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Pendekatan

Dari hal tersebut di atas, maka pendekatan yang

digunakan untuk mengerjakan tesis ini adalah

pendekatan yuridis yakni penelitian terhadap

bahan hukum’? yang diteliti yang mengatur mengenai

31 soetandyo Wignjosoebroto, Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut

Tradisi Sain Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial (Sebuah Perbincangan
Tentang Masalah Teknis Operasional), dalam Metoda Penelitian Hukum
dihimpun oleh Valerine JLK, Kumpulan Bahan Bacaan MPH, Program Pasca UI
Jakarta berpendapat bahwa Penelitian atau riset (research) itu bermakna
pencarian, ialah pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan
demikian apa yang disebut dengan metoda penelitian itu pada dasarnya
akan merupakan metoda (atau cara atau prosedur) yang harus ditempuh
agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti

“true” bukan atau tidak perlu dalam arti ‘right” atau “jush”) guna
menjawab masalah tertentu itu.
* Op. Cit, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, hlm 14 - 15 menjelaskan

bahwa data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945; b. Peraturan Dasar: i. Batang Tubuh Undang Undang
Dasar 1945, ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.
Peraturan perundang-undangan: i. Undang-Undang dan peraturan yang
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independensi kurator dalam pengurusan dan

pemberesan kepailitan debitur ;

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif ;
3 Tahap penelitian

Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan;
4. Analisa data

Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka
yang merupakan data sekunder (baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum
tertier) sebagai sumber utamanya. Berbagai data
tersebut dapat diperoleh baik melalui studi

pustaka maupun penelusuran melalui internet.

Penelitian ini dimulai dari  pengumpulan
bahan dan dilanjutkan dengan pengelompokan bahan
berdasarkan permasalahan yang diteliti. Setelah

semua bahan hukum terkumpul, akan dianalisis

setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii
keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, iv. Keputusan Menteri
dan peraturan yang setaraf, v. Peraturan-peraturan Daerah; d. Bahan
Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hokum adapt; e.
Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hokum dari zaman penjajahan yang
hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (yang merpakanan terjemahan yang secara yuridis bersifat tidak
resmi dari wetboek van Strafrecht).
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secara kwalitatif.??

S5« Penelitian Lapangan
Untuk menunjang bahan kepustakaan sebagai
data sekunder yang diharapkan dapat menjadi bahan
untuk menyelesaikan penelitian ini, kemudian
dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh
data primernya, dalam bentuk interview’’ terhadap
beberapa narasumber. Dalam melakukan interview,

akan digunakan interview bebas terpimpin.35

33 wgualitative research we mean any kind of research that procedure

findings not arrived at by mean of statistic procedures or other mean
of quantifications. It can refer to research about persons’ lives,
stories, behaviors, but also about organizations. Functioning, social
covenants or intellectual relationship”, Anselmus Strauss and Juliat
Corbin, Basic of Qualititive Research, Grounded Theory Procedure and
Thechnique, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979,
hlm 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya
yang diterbitkan dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, PT
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; 3juga John W Creswell, Research
Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Sage
Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bogdan and
Steven J. Taylor, Introduction to qualitative Research Methods: A
Phenomenological Approach To The Social Science, A Willey-Interscience
Publication, New York London Sydney Toronto, 1975; Michael Quinn
Patton, Qualitative Evaluation And Research Methods, Second Edition,
Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980.

3  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 72 menyebutkan bahwa Interview merupakan
suatu teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang bersifat
sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan
research. Menurut sifatnya interviewitu dibagi menjadi: 1) interview
tidak terpimpin non-directive atau unguided interview. 2) interview
terpimpin structured interview, controlled interview, guided interview.
3) Interview bebas terpimpin.

3% 1bid, hlm. 73. Dalam Interview bebas terpimpin unsur kebebasan masih
dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal,
sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Interview guide
yang dipakai disinihanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok
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E. Sistimatika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab
yang masing-masing bab akan terbagi lagi dalam
sub-sub bab, termasuk didalamnya kesimpulan dan
saran. Adapun isi dari bab-bab usul penelitian
ini adalah:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang
berisi Latar Belakang, Perumusan Permasalahan,
Kerangka Teori Dan Konsep Tujuan Dan Kegunaan
Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistimatika
Penulisan.

Rab kedua membahas independensi kurator
Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pilit
secara umum ~ antara lain Peranan Kurator;
Pengangkatan Kurator Menurut Undang-Undang
Kepailitan; Kurator Independen serta Penjaminan

Pribadi Dalam Hal Penanggungan Pada Kepailitan.

yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-
variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview
dilakuka. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar supaya arah
interview tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman
yang ditetapkan sebelumnya. Garis atau pedoman inilah yang menjadi
factor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan
kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindarkan kekakuan
proses interview.
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Bab ketiga membahas mengenai Tanggung Jawab
Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta
Pailit dengan lingkup tentang tugas dan
Kewenangan Kurator; Tanggungjawab Kurator,
Penggantian Kurator dan Penjualan Harta Pailit
oleh Kurator.

Bab keempat membahas Penegakkan Prinsip
Independensi Oleh Kurator yang berintikan
analisis mengenai prinsip yang dilaksanakan oleh
Kurator Untuk Kemudian Diimplementasikan dalam
pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab kelima memuat kesimpulan atas pembahasan
dalam usul penelitian ini serta memberikan saran

atas tugas dan tanggung jawab Kurator.
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BAB II

INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA
PAILIT

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit
oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi
debitor ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta
debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit
untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya dan bagi
kreditur ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan
hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit.
Selain itu debitur yang diputuskan pailit oleh pengadilan
niaga tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan
perjanjian.36

Guna kepentingan ~ tersebut di atas, Undang-Undang
Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurusi persoalan

debitur dan kreditur tersebut, yaitu kurator, yang akan

melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta

36 prof. DR. Erman Rajagukguk SH LLM dalam buku Hukum Investasi Di
Indonesia, mengemukakan bahwa : “di bawah tanggal, setiap perjanjian
mencantumkan para pihak. Para pihak ini bukan sekedar nama, tetapi yang
lebih penting apakah para pihak yang namanya tercantum tersebut
mempunyai kapasitas untuk menandatangani perjanjian dimaksud. Seorang
anak di bawah umur, atau seorang yang berada dibawah kurator, dipandang
tidak cakap untuk menandatangani perjanjian, artinya yang bersangkutan
tak punya kapasitas untuk menadatangani perjanjian.”
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penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit dengan
para krediturnya.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan
pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator. Hal ini
dikarenakan sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi
hukum kehilangan haknya untuk mengurus kekayaannya yang
dimasukkan dalam kepailitan.?’ Lebih lanjut diterangkan
bahwa Jjika debitur atau kreditur tidak mengajukan usul
pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta
Peninggalan yang akan bertindak sebagai kurator.3® Dalam
konteks ini, kurator harus diangkat oleh pengadilan atas
permohonan debitur atau kreditur.

Perlu dicermati apakah Pengadilan Niaga boleh
mengangkat pihak lain sebagai kurator yang bukan berasal
dari calon kurator yang diusulkan oleh debitur dan
kreditur. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan
ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogianya hal
ini harus diperhatikan guna menghindari kepentingan lain
yang bukan pada tujuan semula, hakim mengangkat kurator

harus independen atau beritikad baik.

37 pasal 24 UU Kepailitan.
® pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan.
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Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang
perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus
dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan
hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini®*®. Menurut
Standar Profesi Kurator Dan Pengurus‘lo yang dimaksud dengan
Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang
memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk
mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar
pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal
ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal
70 (2 b) dan UU No. 37 Tahun 2004).

Standard umum Kurator harus independen, tidak memiliki
benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan
bertindak obyektif. Keberadaan dan kelangsungan profesi
Kurator bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat
pada objektivitas dan independensi profesi Kurator itu
sendiri. Kepercayaan masyarakat atau kredibilitas profesi

Kurator atau Pengurus akan menurun, atau bahkan hilang,

¥ pasal layat (5) UU Kepailitan.
49 sumber : Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
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jika terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa kurator
atau pengurus telah kehilangan objektivitasnya serta
independensinya.

Untuk memelihara objektivitas dan independensi dalam
bertidak, Kurator harus bebas dari pengaruh siapapun dan
apa pun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan
pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan
pembayaran. Kurator dilarang menggunakan atau memanfaatkan
penugasannya untuk kepentingan ekonomis atau keuntungan
lainnya bagi pribadinya atau imbalan Jjasanya sebagai

kurator dan pengurus atau pihak terafiliasi.!!

A. Peranan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta
Pailit
Dengan diputuskannya seorang debitur menjadi
debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa
konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita

umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya

41 Terafiliasi adalah i. suami/istri, anak dan keluarga Kurator atau
Pengurus hingga derajat ketiga; ii. Rekan dan professional lainnya
dalam persekutuan perdata Kurator atau Pengurus selain asisten; atau
iii. Badan hukum di mana Kurator atau Pengurus adalah: A. anggota
direksi atau dewan komisaris atau pengurus harian; atan B. pemegang
saham 1lebih dari lima puluh persen saham dari modal disetor atau
pengendali atau C. anggota badan pendiri atau badan penyantun dari
badan hukum tersebut.
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kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus
harta pailitnya. Sedangkan bagi  kreditur, akan
mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada
antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan
itulah Undang-Undang telah menentukan pihak yang akan

mengurusi persoalan debitur dan kreditur melalui

Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekedar
bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil
dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para
kreditur tapi sedapat mungkin Dbisa meningkatkan nilai
harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi kurator dituntut
untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran
dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar
profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya
benturan Xepentingan dengan debitur maupun kreditur.
Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat
oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak
mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk

dieksekusi.
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1. Pengurusan Harta Pailit.

Dalam hal melakukan pengurusan harta pailit,
tahap pengurusan pailit adalah jangka waktu sejak
debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur
mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana
perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomoligasi
oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan
diangkat, Kurator antara laih harus melakukan tindakan

sebagai berikut:*?

a. Mendata, melakukan verivikasi atas kewajiban
debitur pailit. Verifikasi dan kewajiban debitur
pailit memerlukan ketelitian dari kurator. Baik
debitur pailit maupun kreditur harus sama-sama
didengar untuk dapat menentukan status, jumlah
dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit
dengan para krediturnya.

b. Mendata, melakukan penelitian aset debitur pailit

termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur

‘? Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam
lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas Tinjauan Kritis”,
Jakarta, 30 - 31 Juli 2002.
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pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah
yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan

tagihan-tagihan tersebut.

Dalam tahap ini Kurator harus melindungi
keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha
mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap
tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam
tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari hakim pengawas, sebagi contoh melakukan
penjualan43 kekayaan debitur pailit atau mengagunkan

kekayaan debitur pailit.?*

Undang-undang Kepailitan menentukan tugas Kurator

dalam pengurusan sebagai berikut:

a. Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas Kkhusus
berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang
untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;

b. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari
setelah tanggal putusar pernyataan pailit diterima

oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator

43 pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan.
4 pasal 8 UU Kepailitan.
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mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang

ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar

pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai

berikut?®:

1. nama, alamat, dan pekerjaan debitur;

2. nama hakim pengawas;

3. nama, alamat dan pekerjaan kurator

4. nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia
sementara, apabila telah ditunjuk; dan

5. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama

kreditor, dan

Melakukan koordinasi dengan para kreditor

1. Menerima nasihat dari panitia sementara para
kreditur selama belum ditetapkan panitia kreditor
secara tetap.?®

2. Memberikan segala Kketerangan yang diminta oleh
panitia.?

3. Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari

panitia kreditor.?®

> pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan.

47

‘® Pasal 79 ayat (1) UU Kepailitan.
Pasal 81 UU Kepailitan.
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. Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu

gugatan atau meneruskan perkara yang sedang

bergantung.‘’

. Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang

direncanakan dan berlawanan dengan nasihat

panitia kreditor.%

. Menghadiri rapat-rapat Kreditor.>!

7. Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor

pertama yang diselenggarakan paling lambat hari

ketiga puluh.®?

. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat

kreditor pertama kepada para kreditor paling
lambat hari kelima.®’

Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa
mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat

kepailitan.>’

10. Memanggil para kreditor yang mempunyai hak

suara dengan iklan, untuk menghadiri tapat. ™

48
49
S0
S1
52
53
54

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

82
83
84
85

86
89

Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan.
ayat (1) UU Kepailitan.

ayat (4) UU Kepailitan.

ayat (2) UU Kepailitan.

ayat (1) UU Kepailitan.

ayat (2) UU Kepailitan.

UU Kepailitan.
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d. Melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit.

1.

Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan,
sedangkan penilaian dilakukan oleh Kurator, satu
sama lain dengan persetujuan hakim pengawas.“
Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para
anggota panitia kreditur sementara berhak untuk
B °

Setelah pencatatan dibuat, Kuratur harus memulai
permbuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat
dan jumlah piutang-piutang harta pailit, nama-
nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah

piutang masing-masing.°

. Semua pencatatan tersebut di atas, oleh Kurator

harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan,
untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja

yang menghendakinya. >’

. Dalam melakukan pencatatan harta pailit, Kurator

harus memperhatikan bukan saja harta tetap

berwujud tetapi Jjuga harta kekayaan debitur

55
56
57
58
59

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

90 ayat (4) UU Kepailitan.

100
100
101
103

ayat (2) OU Kepailitan.
ayat (3) UU Kepailitan.
ayat (2) UU Kepailitan.
ayat (2) UU Kepailitan.
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pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat
berharga dan tagihan-tagihan.
e. Mengamankan kekayaan milik debitur pailit.

1. Menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak
ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam
penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk
waktu 90 hari sejak pernyataan pailit.®

2. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan
membayar kepada kreditur.®

3. Segera setelah menerima pemberitahuan yang
termaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UUK, Kurator
harus dengan segala upaya yang perlu dan patut
harus mengusahakan keselamatan harta pailit.

Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala

surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan,

efek-efek, dan 1lain-lain surat berharga dengan
memberikan tanda penerimaan.®

4. Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit,

meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel

6 pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan.
61 pasal 59 ayat (3) UU Kepailitan.
62 pasal 98 UU Kepailitan.
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harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh

juru sita.®

. Kurator harus menyimpan sendiri semua uang,

barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat
berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula
menentukan cara penyimpanan harta tersebut.
Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan
untuk pengurusan, Kurator harus membungakan uang
tersebut.®

Mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap

barang yang dilakukan hak penahanan oleh

kreditor.®

f. Melakukan tindakan hukum ke pengadilan

1. Untuk menghadap di muka pengadilan, Kurator harus

terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim

pengawas. ¢

2. Mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas

harta kekayaan debitur pailit.67

63
64
65
66
67

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

99 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.
108 ayat (1) UU Kepailitan.
185 ayat (4) UU Kepailitan.
69 ayat (5) UU Kepailitan.
26 ayat (1) UU Kepailitan.
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3. Menerima panggilan hakim untuk mengambil alih
perkara yang dimajukan oleh debitur.®

4. Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan
hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.

5. Memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan
perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang
diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 uu
Kepailitan.®’

6. Menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar
menyerahkan hasil penjualan barang agunan.’°

7. Mengajukan permohonan kasasi atas putusan

perlawanan terhadap daftar pembagian.71

g. Meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang

telah dilakukan oleh debitur pailit.

1. memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian timbal balik.’

2. menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor.’?

68
69
70
71
72
73

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

28 ayat (1) UU Kepailitan.
47 UU Kepailitan.

60 ayat (2) UU Kepailitan.
196 ayat (1) UU Kepailitan.
36 ayat (1) UU Kepailitan.
36 ayat (3) UU Kepailitan.

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



52

3. Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan
perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan
perjanjian dengan debitur.”*

4. Wajib memberikan jaminan."5

5. Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh
yang bekerja pada debitur pailit.’®

h. Pencocokan utang.’’

1. Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan
dan rapat kreditor pencocokan utang, yang
ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan
Pklan.’

2. Menerima pengajuan segala piutang yang disertai

dengan bukti dari para kreditur.’®

74 pasal 36 ayat (4) UU Kepailitan.

75 pasal 38 ayat (1) UU Kepailitan.

76 pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan.

77 Kurator melakukan pencocokan piutang untuk menentukan hak dan

kewajiban dari harta pailit. Pencocokan piutang harus berpedoman pada

beberapa hal yaitu:

a. keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;

b. telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah
pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;

c. persyaatan formal pengajuan permohonan harus dipenuhi;

d. status kedudukan piutang tersebut, apakah suatu piutang yang dijamin
oleh hak-hak kebendaan, atau lainnya;

e. keterangan -termasuk dokumen-- maupun bantahan debitur pailit
mengenai tagihan tersebut; dan

f. pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal di atas.

" pasal 114 UU Kepailitan.

" pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan.
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Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang
vang dimasukkan dengan catatan dan keterangan
si pailit.®

Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam
suatu daftar yang terpisah.’'

Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang,
dengan pendapat apakah piutang tersebut
diistimewakan atau dijamin dengan hak
tanggungan.®’

Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta
alasannya dalam daftar piutang, yang diakui
sementara, atas piutang dengan hak didahulukan

atau adanya hak retensi.?®’

Meletakkan salinan daftar piutang di kantornya
selama 7 -tujuh—hari sebelum hari pencocokkan
piutang.®

Memberitahukan dengan surat tentang peletakkan

daftar piutang kepada Kreditur yang dikenal.®

80
81
82
83
84
85

Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan.
Pasal 117 UU Kepailitan.

Pasal 118 ayat (1) UU Kepailitan.
Pasal 118 ayat (2) UU Kepailitan.

Pasal 119 UU Kepailitan.

Pasal 120 UU Kepailitan.
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9. Membuat daftar piutang yang diakui sementara
dan yang ditolak.®®

10. Menarik kembali daftar piutang sementara yang
diakui dan yang dibantah.®’

11. Menerima dengan syarat atas piutang Yyang
dimintakan dengan penyumpahan.®%®

12. Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas
alasan adanya piutang.®®

13. Memberikan laporan tentang keadaan harta
pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang
dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan
dan salinannya di kantornya.

14. menerima perlawanan kreditur yang piutangnya

belum dicocokkan.®®

i. Melakukan upaya perdamaian.’!

86
87
88
89
90
91

o3

Pasal 124 ayat (1) UU Kepailitan.

Pasal 115 ayat (3) UU Kepailitan.

Pasal 126 ayat (3) UU Kepailitan.

Pasal 126 ayat (5) UU Kepailitan.

Pasal 194 ayat (1) UU Kepailitan.

Kurator harus senantiasa mengedepankan kemungkinan tercapainya
perdamaian. Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada
hakim pengawas untuk rencana perdamaian tersebut, yang memberi
pertimbangan tentang:

nilai harta pailit berbadning dengan jumlah yang diperjanjikan dalam
rencana perdamaian;

adanya jaminan dalam rencana perdamaian;

. adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika

rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitur
secara tidak wajar; atau
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1. Menerima peletakkan rencana perdamaian

diajukan. Debitur pailit."

2. Memberikan pendapat tertulis atas

perdamaian yang diajukan debitur pailit.”

55

yang

recana

3. Meletakkan di kantornya surat pemberitaan rapat

yang menyebutkan hasil rapat perdamaian.’’

1. Melakukan perhitungan tanggung jawab

kepada

debitur pailit setelah pengesahan perdamaian

memperoleh kekuatan mutlak.”’

S. Mengembalikan semua barang uang, buku-buku dan

surat-surat yang termasuk harta pailit kepada

debitur pailit jika terjadi perdamaian.96

6. Kurator wajib melunasi/memenuhl  persetujuan

damai, jika debitur tidak memenuhinya,

harta debitur pailit.”’

dari

7. Kurator wajib menyediakan suatu jumlah cadangan

dari harta pailit, yang dapat

berdasarkan hak istimewa.®®

dituntut

92
9]
9
93
96
97

dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.
Pasal 145 ayat (1) UU Kepailitan.

Pasal 146 UU Kepailitan.

pPasal 154 ayar (1) UU Kepailitan.

Pasal 167 ayat (1) UU Kepailitan.

Pasal 167 ayat (2) UU Kepailitan.

pPasal 168 ayat (3) UU Kepailitan.
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8. Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang
membatalkan perdamaian.

j. Melanjutkan usaha debitur pailit.”’

L. Melakukan pinjaman dalam rangka meningkatkan
harta pailit.1°°

2. mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit
dilanjutkan.'®

3h meminta kepada hakim pengawas untuk menunda
pembicaraan dan penuntutan tentang usul
melanjutkan perusahaan.!??

4. Memberitahukan kepada kreditor vyang tidak
hadir dalam rapat tentang rencana melanjutkan
usaha debitur pailit.!®

5. Meminta kepada mejelis hakim untuk sekali lagi

menyatakan  usul untuk melanjutkan usaha

tersebut diterima atau ditolak.!®

% pasal 169 UU Kepailitan.

% palam pengurusan harta paailit, curator wajib bertindak untuk
meningkatkan atau setidaknya memperhatikan nilai harta pailit. Jika
Kurator meneruskan usaha debitur pailit, Kurator wajib bertindak
sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai
kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar
profesi Kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan
untuk mengelola usaha.

100 pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan.

11 pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan.

192 pasal 179 ayat (3) UU Kepailitan.

193 pasal 179 ayat (4) UU Kepailitan.
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6. Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan
pailit, atas persetujuan para kreditur.'®

7. Membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan
kepada debitur pailit.'®

8. Menerima semua pengaduan yang diajukan kepada
debitur pailit.!?’

8. Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit,
untuk biaya hidup debitur pailit dan
keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan
hakim pengawas.'®®

10. Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi
ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan
harta pailit.109

11. Meminta kepada hakim pengawas untuk
menghentikan pelanjutan perusahaan.'!®

104 pasal 179 ayat (5) UU Kepailitan.
105 pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan.
196 pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan.
107 pagal 105 ayat (4) UU Kepailitan.
108 pasa)l 106 UU Kepailitan.

109 pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan.
119 pagal 183 ayat (1) UU Kepailitan.
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2. Pemberesan Harta Pailit

a.

Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit
setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu
membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator
memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan
selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu

pemberesan.

Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau
lebih kesatuan usaha atau going concern atau atas
masing-masing harta pailit. Kurator melakukan
pemberesan dengan penjualan di muka umum atau
apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim

1

pengawas.'!! Dalam melakukan penjualan harta debitur

pailit, Kurator harus memperhatikan hal sebagai

perikut:!!?

1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

1l gtandar profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

12 Timur Sukirno, Tanggungjawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan
Penerapan Actio Pauliana, dalam Rudy A. Lontoh, Editor, Penyelesaian
Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Bandung,

Alumni, 2001.,hlm 371 - 372.
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2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus
dijual segera dan harta yang lain harus disimpan
terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat
di kemudian hari;

3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi

atas harta debitur pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta
pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagi

berikut:

a) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali,
Kurator harus seketika memulai pemberesan harta
pailit ;{8

b) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa
perlu memperoleh persetujuan atau bantuan
debitur;'*

c) memutuskan tindakan apa Yyang akan dilakukan

terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali

tidak dapat dibereskan;!"’

13 pasal 175 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan.
114 pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan.
115 pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan.
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d) menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna
keperluan pemberesan harta pailit, dengan
h.“G

memberikan upa

. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta
pailit kepada kreditor sesuai daftar pembagian.117
Pasal 174 Undang Undang Kepailitan mengatur bahwa
pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim
pengawas tersedia cukup uang tunai, ia
memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor
yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator
tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah
habis dijual. Dalam hal ini Kurator harus bijaksana
dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang

tersedia karena:!®

L) sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UU Kepailitan,
jika dianggap perlu, maka masih tetap dapat
dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun

tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai

116 pasal 186 UU Kepailitan.

17 standar Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

118 Marjan Pane, Segi-segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus,
Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001.
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Pasal 113 ayat (1) Undang Undang Kepailitan
telah berakhir;

2) sesuai Pasal 191 UU Kepailitan, semua biaya
kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada

tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta
pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian,
yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar
pembagian tersebut memuat suatu pertelaan yang

terdiri dari:

1) penerimaan dan pengeluaran termasuk imbalan
jasa Kurator;

2) nama-nama para kreditor;

3) jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan

4) bagian atau persentase Yyang harus diterima

kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta

pailit, memiliki tugas dan kewenangan sebagai

berikut:
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1) menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan
tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama
kreditor, dan jumlah piutang yang telah
dicocokan atas persetujuan hakim pengawas.119

2) meletakkan daftar pembagian yang telah
disetujui oleh hakim pengawas di kantor agar
dapat dilihat oleh para kreditor.'?®

3) Tentang peletakan surat-surat pembagian
tenggang waktu, Kurator harus mengumumkan di
surat kabar.'?

4) Menerima penetapanm hakim pengawas, perihal
hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar
pembagian, dikantor Kurator.!??

S) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan
daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka
untuk umum.'??

6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan,
setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat

119 pasal 189 ayat (1) UU Kepailitan.
120 pagal 192 ayat (1) UU Kepailitan.
121 pasal 192 ayat (2) UU Kepailitan.
122 pagal 194 ayat (1) UU Kepailitan.
123 pagal 194 ayat (5) UU Kepailitan.
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surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas

perlawanan.'?!

Undang Undang Kepailitan menentukan bahwa
segera setelah kepada kreditor yang telah
dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang
mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup
memperoleh kekuatan tetap, maka perakhirlah
PePailitan.!® Pengumuman tentang berakhirnya
kepailitan diumumkan Kurator melalui surat kabar.
Setelah berakhirnya kepailitan Kurator harus
memberikan perhitungan tanggungjawab tentang
pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim

pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut

setidaknya memuat:

1) hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit
yang setidaknya memuat seluruh:
a. rekening bank dan rekening korannya;
b. surat berharga atas bawah dan atas nama, dan

logam/batu mulia;

124 pasal 201 UU Kepailitan.
125 pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan.
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c. benda tidak bergerak milik debitor pailit;
d. benda bergerak; dan harta kekayaan lain dari
debitor.
Daftar utang harta pailit, yang telah diterima
atau sementara diterima beserta analisis singkat
penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
Analisis kelangsungan usaha debitor;
Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar
uraian:
a. penerimaan-penerimaan; dan
b. pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan
jasa Kurator, nama-nama para Kurator, jumlah
yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan
pembagian yang harus diterima untuk tiap-
tiap piutang tersebut
Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar
pembagian tersebut; dan
Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan
seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan

Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.
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Kurator mempunyai wewenang penuh untuk
melaksanaka tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu
harus memperoleh persetujuan/ijin melalui suatu
penetapan dari hakim pengawas. Dalam menjalankan
tugas dan kewenangan tersebut, Kurator wajib

memperhatikan perundangundangan yang berlaku.

B. Pengangkatan Kurator Menurut Undang-Undang Kepailitan

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa

dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim
Pengadilan;
b. Kurator.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dalam hal
Debitor atau Kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan
Kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta
Peninggalan bertindak selaku Kurator.

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU
Kepailitan dapat diketahui bahwa dimungkinkan ditunjuk
Kurator selain Balai Harta Peninggalan, Yaitu apabila

hal itu diinginkan oleh Debitor atau oleh Kreditor.
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Dengan kata lain, baik Debitor maupun Kreditor dapat
mengusulkan Kurator selain Balai Harta Peninggalan.

Undang Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan
mengenai bagaimana halnya apabila baik Debitor maupun
Kreditor masing-masing menunjuk Kurator yang berbeda,
sedangkan mereka tidak sepakat mengenai penunjukkan
tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini’?® dari bunyi ketentuan
Pasal 13 dan ayat (2) Undang Undang Kepailitan dapat
diketahui bahwa pengangkatan Kurator itu adalah
kewenangan pengadilan. Sedangkan pengangkatan tersebut
menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dapat
diusulkan baik oleh Debitur maupun oleh Kreditor.

Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan maupun pasal-pasal
lain tidak membatasi atau melarang calon yang diusulkan
lebih dari satu orang. Bahkan menurut Pasal 10 ayat (1)
dimungkinkan untuk mengangkat lebih dari satu Kurator.
Dengan demikian boleh saja baik Debitor maupun Kreditor
masing-masing mengajukan usul lebih dari satu orang

calon Kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan yang

126 Sutan Remy Sjadeini, Hukum Kepailitan, memahami
Faillisementsverordening juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998,
Grafiti Pers, Jakarta, 2002, hlm. 210.

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



67

akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Kurator
dan berapa jumlah Kurator.

Perlu pula dicermati, apakah Pengadilan Niaga
boleh mengangkat pihak lain sebagai Kurator hukum dari
calon-calon Kurator yang diusulkan oleh Debitur dan atau
Kreditor. Undang Undang Kepailitan tidak memberikan
ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Namun
menurut Sutan Remy Sjadeini'?’ seyogyanya pengadilan
tidak mengangkat kurator selain calon-calon Kurator yang
diusulkan oleh Debitur atau Kreditor. Alasannya adalah
untuk menghindarkan kecurigaan bahwa telah terjadi KKN
antara hakim dan Kurator vyang diangkat oleh hakim.
Selain itu juga agar pengadilan tidak dicerca apabila
ternyata Kurator vyang bersangkutan dalam menjalankan
tugasnya tidak bertindak independen dan atau tidak
bertindak dengan itikad baik. Sebelum berlakunya
pPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 1998 vyang kemudian telah ditetapkan oleh Dewan
perwakilan Rakyat menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun
1998 yang menjadi Kurator hanyalah Balai  Harta

Peninggalan saja. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

127 1pid.
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37 Tahun 2004 vyang dapat bertindak sebagai Kurator
selain Balai Harta Peninggalan adalah juga pihak lain'?®.
Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator
apabila tidak ditentukan secara khusus seorang Kurator
tertentu oleh para kreditor. Menurut Pasal 70 ayat 1 UU
Kepailitan yang dapat menjadi Kurator --dalam hal bukan
Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kurator-- adalah:
a.Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka
mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan
tanggung Jjawabnya di bidang hukum dan peraturan
perundang-undangan.

Dengan dimungkinkannya persekutuan perdata untuk
menjadi Kurator,maka kantor-kantor pengacara/konsultan
hukum, yang pada umumnya berbentuk persekutuan perdata
dapat ditunjuk menjadi Kurator. Untuk keperluan itu
kantor pengacara/konsultan hukum yang bersangkutan harus
terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen

Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

128 pasal 70 ayat 1 UU Kepailitan.
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Menurut Pasal 71 ayat 1 UU Kepailitan Kurator dapat
sewaktu-waktu diganti apabila dikehendaki demikian.
Penggantian tersebut dapat terjadi:

a. permohonan kurator sendiri;

b. permohonan kurator lainnya, jika ada;
c. usul hakim pengawas, atau

d. permintaan debitur pailit.

Permohonan untuk mengganti Kurator tersebut harus
diajukan kepada Pengadilan Niaga. Atas permohonan
tersebut Pengadilan Niaga memanggil dan mendengar Kurator
yang bersangkutan. Apabila permohonan itu dikabulkan,
Pengadilan Niaga mengangkat Kurator lain dan atau
mengangkat Kurator tambahan.

Selain atas permintaan  pihakpihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 UU Kepailitan tersebut di
atas, pemberhentian atau pengangkatan Kurator juga dapat
dilakukan atas _permintaan atau atas usul Kreditor
konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang
diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Fv.
putusan rapat Kreditor tersebut diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari satu per dua jumlah Kreditor konkuren

atau khususnya yang hadir dalam rapat itu dan yang
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mewakili lebih dari satu per dua jumlah tagihan Kreditor

konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.'?

C. Kurator Independen

Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, Kurator
yang diangkat itu harus independen dan tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor.
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa "“Yang
dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan
kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator
tidak tergantung pada Debitor atau Kreditur dan Kurator
tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan
kepentingan ekonomis debitur atau Kreditur”. Keterangan
dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang
Kepailitan tersebut di atas belum cukup spesifik.

Di dalam Standar Profesi Kurator Dan Pengurus,
AKPI  (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)?®
dimaksudkan untuk mengatur independensi Kurator dan

Pengurus secara spesifik. Aturan Perilaku Profesional

merupakan aturan tentang: pola sikap dan perilaku

129 pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan.
130 pa) ini diatur di dalam Kode etik Profesi Asosiasi Kurator dan
Pengurus Indonesia mengenai Standar Profesi Kurator dan Pengurus.
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Kurator dan pengurus penundaan kewajiban pembayaran
utang bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas dan
pengabdiannya dalam rangka kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang wajib dijunjung tinggi
dan ditaati oleh setiap anggota; dan pengawasan dan
penegakan pola sikap dan perilaku anggota. Dewan
Kehormatan Profesi -selanjutnya disebut Dewan—adalah
suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat
Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengawasi dan
menegakkan ketaatan anggota terhadap Kode Etik gProfesi.
Pengurus Asosiasi =-selanjutnya disebut pengurus—adalah
suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Rapat
Anggota Asosiasi dan bertugas untuk mengurus dan
mewakili asosiasi baik di  dalam maupun di luar
Pengadilan.

Aturan Perilaku Profesioal bertujuan memberikan
‘kerangka bagi - anggota dalam memelihara integritas
moral, harkat, kewibawaan dan martabat anggota dalam
rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung

jawab.
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Masing-masing anggota harus menjunjung tinggi
independensi, integritas dan objektivitas, karena itu
anggota dilarang mempunyai®3!':

a. Menggunakan atau memanfaatkan penugasannya untuk
kepentingan ekonomis, atau

b. keuntungan lainnya bagi pribadinya (atau imbalan
jasanya sebagai kurator dan pengurus) atau pihak
terafiliasi.

Masing-masing anggota  harus bekerja secara
independen, bebas, dan mandiri, serta tidak dipengaruhi
oleh siapapun atau apapun dan wajib memegang teguh rasa
kesetiakawanan antara sesama anggota. Masing-masing
anggota harus menjaga integritas, bersikap jujur dan
dapat dipercaya, serta tidak mengorbankan kepercayaan
publik demi kepentingan pribadi. Anggota tidak boleh
mempunyai keterkaitan dengan debitur, kreditur dan/atau
pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya

dengan penuh tanggung jawab sesuai perundang-undangan

13 standar Profesi Kurator Dan Pengurus (Asosiasi Kurator Dan pengurus
Indonesia).
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yang berlaku. Anggota dilarang menerima penunjukkan
dalam terdapat benturan kepentingan.132

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota
harus menghargai setiap hak dari pihak-pihak yang
berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-
undangan  yang berlaku. Masing-masing anggota harus
mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan

dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang.?’

Masing-masing anggota berhak mendapatkan imbalan
jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Masing-masing anggota wajib memperoleh perlindungan
dari —asosiasi jika  terjadi ketidakadilan terhadap
anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator
atau Pengurus. Masing-masing anggota wajib menolak
penunjukkan sebagai Kurator atau Pengurus jika ternyata:
- anggota yang bersangkutan menyadari bahwa dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen.

132 pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik
Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

133 pasal 4 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia.
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- anggota yang bersangkutan mengetahui atau sewajarnya
mengetahui adanya benturan kepentingan yang
menyebabkan anggota tersebut tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Apabila setelah penunjukkan anggota ternyata muncul
suatu benturan kepentingan, anggota tersebut harus
segera mengungkapkannya kepada hakim pengawas dan pihak-
pihak yana berkepentingan dan jika perlu mengembakian
mandat yang diberikan. Tiap anggota yang mengetahui
adanya penyelewengan atau tindakan sesama anggota yang
berkepentingan dengan Kode Etik Profesi harus melaporkan
kejadian tersebut kepada Dewan Kehormatan melalui
pengurus.

Masing-masing anggota tidak dibenarkan untuk
melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya
sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai
tindakan-tindakan sebagai Kurator atau Pengurus mengenai
pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya,
kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan

untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka
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kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang
wajib diperjuangkan oleh setiap anggota.'*

Sesuai pasal 23 Anggaran Dasar Assosiasi, dewan
diangkat oleh Rapat Anggota Asosiasi untuk masa tugas 3
tahun. Sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Asosiasi, susunan
dewan terdiri dari paling sedikit 3 anggota, satu
diantaranya menjabat sebagai ketua dan seorang manjabat
sebagai sekretaris dengan ketentuan jumlah anggota dewan
termasuk ketua dan sekretaris harus selalu ganjil. Dewan
wajib memeriksa pengaduan yang diterima melalui pengurus
terhadap seorang atau lebih anggota dalam instansi
pertama dan terakhir. Pengaduan dapat diajukan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan
yaitu:135
a. kreditur/debitur;

b. anggota; dan
c. pihak-pihak lain yang berkepentingan
d. Materi pengaduan hanyalah yang berhubungan dengan

pelanggaran terhadap Kode Etik.

134 pasal 7 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia.
135 pasal 8 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia.
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Dalam Pasal 9 diatur mengenaipengaduan. Pengaduan
harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus untuk
diteruskan kepada dewan selambat-lambatnya 7 -—tujuh--
hari kalender setelah tanggal penerimaannya. Setelah
menerima pengaduan tertulis melalui pengurus, dalam
waktu paling lambat 14 --empat belas—hari kalender
setelah penerimaan pengaduan tersebut oleh pengurus,
dewan, melalui pengurus, menyampaikan kepada teradu
salinan surat pengaduan dengan disertai surat-surat
bukti yang dianggap perlu.

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 28 -duapuluh delapan—
hari kalender sejak disampaikan surat pengaduan kepada
teradu, pihak teradu harus memberikan jawabannya
secara tertulis kepada  dewan melalui pengurus,
disertai dengan bukti-bukti yang dianggap perlu.

2. Jika setelah berlalunya 28 -duapuluh delapan—hari
tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis,
teradu akan diberikan surat peringatan dan jika dalam
waktu 7 -tujuh—hari setelah tanggal surat peringatan
ia tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap
telah melepaskan haknya dan dewan dapat segera

menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang
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persangkutan dan putusan tersebut merupakan keputusan

final yang mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,

pembelaan, bukti-bukti serta kesaksian-kesaksian,
dewan dapat:
a. menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat
diterima; atau
b. menerima pengaduan dan menentukan sanksi yang

perlu diberikan.

4. a. jika jawaban teradu diterima, maka dewan
bila menganggap perlu mengadakan sidang dalam
waktu selambat-lambatnya 14 —-empat belas—hari

kalender sejak jawaban diterima oleh pengurus, dan
menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu
untuk hadir di muka sidang tersebut.

b. panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang
persangkutan paling lambat 3 -tiga—hari kalender
sebelum hari sidang yang ditentukan.

. Pengadu dan teradu harus datang sendiri dan tidak

dapat mengusahakan kepada pihak lain.

Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mereka atas

biayanya sendiri, boleh didampingi penasihat.
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Masing-masing pihak juga berhak atas biayanya sendiri,
membawa saksi.

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah
pihak, dewan mengusahakan tercapainya perdamaian.
Perdamaian seperti itu senantiasa dapat diadakan
selama pemeriksaan berjalan dan selama belum ada
keputusan.

Bila perdamaian tercapai, pengadu mencabut kembali
pengaduannya atau dibuat akta perdamaian yang
mempunyai kekuatan pasti.

Dihadapan sidang, kedua pihak diminta mengemukakan
alasan pengaduan dan pembelaan, sedangkan surat-surat
bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan di dengar
dewan.

Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 -dua-—
kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan
dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukannya lagi
atas dasar yang sama.

Apabila teradu, setelah dipanggil sampai 2 -dua—kali
tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan

diteruskan tanpa hadirnya teradu.
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Dewan berwenang untuk memberikan putusan di luar
hadirnya teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama
dengan suatu putusan biasa.
Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali, dewan
harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya
panggilan dan hari sidang.

8. Pengurus atau anggota melalui pengurus dapat meminta
fatwa kepada dewan tentang hal-hal yang berkenaan
dengan Kode Etik Profesi dan dewan setelah menerima
permintaan pengurus wajib dalam waktu 28 hari
mengeluarkan fatwa yang diminta

Dewan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh
ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan. Sidang-
sidang dilakukan ~secara tertutup. Dewan mengambil
putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan
atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan
waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang
bersangkutan. Putusan harus memuat pertimbangan-
pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk kepada
pasal-pasal Kode Etik Profesi yang dilanggar. Putusan

dewan ditandatangani oleh semua anggota dewan dan
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merupakan putusan final. Sanksi yang diberikan dalam

keputusan dapat berupa”sz

- teguran secara tertulis;

- peringatan keras dengan surat;

- pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi
selama 3 sampai enam bulan;

- pemberhentian sebagai anggota asosiasi.

Di dalam Pasal 11 ditentukan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya 14 -empat belas—hari setelah putusan
dewan diucapkan, salinan putusan dewan disampaikan
melalui pengurus kepada: a. teradu; b. pengadu; c. jika
putusan dewan menyangkut tentang status keanggotaan,
salinan putusan disampaikan pula melalui pengurus
kepada; d. Departemen Hukum Dan HAM; e. Pengadilan
Niaga. Segala biaya yang berkaitan dengan pengaduan,
pemeriksaan dan sidang-sidang, ditanggung oleh dan
dibebankan kepada teradu dan/atau pengadu sebagaimana

diputuskan oleh dewan.

136

Pasal 10 Aturan Perilaku Profesional dalam Kode Etik Profesi

asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
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D. Penjaminan Pribadi Dalam Hal Penanggungan Pada

Kepailitan

Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian
dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH
Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian
penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju
untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya
si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi
kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Berbeda dengan
skema jaminan lainnya, yaitu jaminan kebendaan yang
memberikan hak penuh kepada kreditur atas suatu hak
kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan
prestasi (misal: gadai, fidusia), maka perjanjian
penanggungan hanya memberikan kreditur hak umum untuk
menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri
sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran,
sehingga kedudukan kreditur yang dijamin oleh
penanggung masih berada di bawah kreditur yang dijamin

oleh hak jaminan kebendaan.
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Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua

bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi

dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum
(personal guarantee dan corporate guarantee) . Pada
dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena
baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada
kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja
subyek pelakunya berbeda.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung
merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila
penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan
Niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai
permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung

perusahaan.

Namun tidak demikian halnya dengan permohonan

pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Catatan
kami menunjukkan bahwa hanya sedikit sekali permohonan
pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu
juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis
hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu,
tapi secara umum ada

kecenderungan bahwa kreditur
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enggan berurusan dengan debitur pribadi untuk alasan
praktis.

Namun apabila berbicara apakah perkara-perkara
tersebut di atas telah merupakan suatu yurisprudensi,
maka jawabannya belum tentu. Karena Yyang dianggap
sebagai yurisprudensi yang mengikat oleh Mahkamah Agung
adalah putusan-putusan yang telah diterbitkan dalam buku
yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung. Tidak semua
putusan Mahkamah Agung adalah otomatis menjadi
yurisprudensi, karena putusan-putusan tersebut akan
dikompilasi oleh  Seksi Penelaahan pada Direktorat
Perdata Niaga dan kemudian melalui proses tertentu di
seleksi kembali ~oleh Direktorat Hukum & Peradilan
Mahkamah Agung untuk kemudian diterbitkan pada buku

_yurisprudensi.
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BAB III

TANGGUNGJAWAB KURATOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITUR

A. Tugas dan Kewenangan Kurator

Penjelasan mengenai tugas seorang kurator dan
pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal
di Undang-undang Kepailitan (UUK). Namun tugas kurator
dan pengurus yang paling mendasar sebagaimana diatur
dalam pasal 69 (1) UUK adalah melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini
kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama,
yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk membuat
nilai harta pailit semaksimal mungkin. Tugas Yyang
dilaksanakan oleh kurator dijalankan pada saat tanggal
putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun belum
inkracht.

Menurut Tamsir Cholik, SH'?’. seorang kurator pada
BHP, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak

kreditor. Oleh karenanya kurator harus bertindak demi

137 Seorang kurator pada BHP Jakarta, wawancara dilakukan pada tanggal
21 Nopember 2007
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kepentingan kreditor namun demikian juga tidak lepas
bahwa kurator juga harus memperhatikan debitor yang
pailit. Kepentingan-kepentingan ini tentunya tidak
bisa diabaikan namun harus diperhatikan.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik
debitur, bila perlu meneruskan kegiatan usaha debitur
untuk kemudian kurator wajib mempersiapkan, menyimpan
dan menerbitkan laporan neraca keuangan tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan menjalankan
wewenangnya, kurator harus berpedoman pada kaidah-
kaidah berdasarkan Undang-undang Kepailitan.

Menurut Undang-undang Kepailitan, kurator
bertugas : “tidak diharuskan mendapat persetujuan dari
ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur
atau salah satu organ debitur meskipun di luar
persetujuan  atau pemberitahuan kepailitan yang
disyaratkan. Selain itu dalam rangka meningkatkan
nilai harta pailit debitur, kurator diperkenankan
melakukan pinjaman dari pihak ketiga. T

Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga,

kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang

138 [ihat Pasal 69 (2) Undang-undang Kepailitan.
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pula untuk membebankan harta pailit dengan hak

tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya.

Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat

dilihat pada job description dari kurator pengurus,

dimana ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan
kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan,
diantaranya
1 Sebagai Kurator sementara
Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk
mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan
yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama

jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum

debitur dinyatakan pailit. Tugas wutama kurator

sementara adalah untuk:

1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan

2) mengawasi pembayaran kepada kreditur,

pengalihan atau Pengagunan kekayaan debitur
yang dalam rangka kepailitan memerlukan

kurator.

Secara umum tugas kurator Sementara tidak berbeda

dengan pengurus tetapi mengingat pertimbangan

akan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang
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ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini
sedikit sekali terjadi penunjukan kurator

sementara.

Sebagai pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus
hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian
proses PKPU, seperti misalnya melakukan
pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur,
ditambah dengan pengawasan terhadap Kkegiatan
pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur
dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-
hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur
masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya
sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya
mengawasi belaka.

Sebagal Kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitur

dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan

pailit, maka debitur kehilangan hak untuk
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mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu
kewenangan pengelolaan harta pailit Jjatuh ke

tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam
melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat
disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas
utama, yaitu:
i Tugas Administratif
Dalam kapasitas administratif nya
Kurator bertugas untuk mengadministrasikan
proses-proses yang terjadi dalam kepailitan,
misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4)
UUK) ; mengundang rapat-rapat kreditur ;
mengamankan harta kekayaan debitur pailit;
melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91
UUK) ; serta membuat laporan rutin kepada
hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).
Dalam menjalankan kapasitas
administratifnya Kurator memiliki kewenangan
antara lain a) kewenangan untuk melakukan

upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1)
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UUK), b) melakukan penyegelan (bila perlu)

(Ps. 90 (1) UUK)

Tugas Mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai
pada keadaan insolvensi (pailit), maka
kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-
usaha debitur pailit sebagaimana layaknya
organ perseroan (direksi) atas 1ijin rapat
kreditur (ps. 95 (1) UUK). Pengelolaan hanya
dapat dilakukan apabila debitur pailit masih
memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Kewenangan yang diberikan dalam
menjalankan pengelolaan ini termasuk
diantaranya a) kewenangan untuk membuka
seluruh korespondensi yang ditujukan kepada
debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK) b)
kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga
dengan dijamin dengan harta pailit yang
pelum dibebani demi kelangsungan usaha (ps.

67 (3)-(4) UUK) c) kewenangan khusus untuk
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mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja,

dan perjanjian lainnya

Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator
adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya
pemberesan di sini adalah suatu keadaan
dimana kurator melakukan pembayaran kepada
para kreditor konkuren dari hasil penjualan
harta pailit.

Kiranya demikian deskripsi singkat
mengenai tugas Kurator, masih banyak
deskripsi lain yang lebih luas dari tugas
seorang kurator-pengurus, namun sSecara umum
informasi inilah yang dapat dipergunakan
sebagai dasar untuk mengerti tugas kurator-
pengurus.

Tugas Kurator adalah melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pilit.
Berdasarkan UU Kepilitan. Tugas Kurator
adalah melakukan pengurusan dan pemberesan

harta pailit, tugas mana diuraikan lebih

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



91

rinci dalam bagian-bagian 1lain dalam UU
Kepailitan. Kurator wajib memastikan bahwa
semua tindakannya adalah untuk kepentingan

yang terbaik bagi harta pailit.

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan
harta pailit, kurator mempunyai kewenangan untuk
menjual agunan dari kreditur setelah dua bulan

39

dilakukan insolvensi! atau menjual barang

bergerak yang berada dalam penguasaan kurator

dalam rangka kelangsungan usaha debitur'?.

Selain
itu kurator berwenang membebaskan barang agunan
dengan membayar kepada kreditur yang
bersangkutan. '

Termasuk pula pada kurator mempunyai
kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang
dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan
pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau

peninjauan kembali.!*? Pengalihan harta pailit

sebelum diverifikasi atas persetujuan hakim

139
140
14
142

Lihat
Lihat
Lihat
Lihat

Pasal 59 (1) Undang-undang Kepailitan.
Pasal 56 (3) Undang-undang Kepailitan
pPasal 59 (3) Undang-undang Kepailitan.
pasal 104 Undang-undang Kepailitan.
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3> dan kewenangan untuk menerima atau

pengawas'!
menolak permohonan kreditur atau pihak ketiga
untuk menangguhkan eksekusi terhadap hak
tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya.144

Dalam rangka melindungi kepentingan kreditur
selama pernyataan pailit belum ditetapkan seorang
Kurator dapat diangkat sebagai Kurator Sementara.

Untuk mencegah kemungkinan bagi debitur
melakukan tindakan terhadap kekayaan debitur
sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur
dalam rangka pelunasan utangnya, seorang Kurator
dapat ditunjuk sebagai Kurator Sementara untuk
mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi
pembayaran kepada . kreditur, pengalihan atau
pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka
kepailitan dilakukan oleh Kurator.

Dalam penugasannya sebagai Kurator

Sementara, kurator harus memperhatikan bahwa

penugasan ini adalah penugasan sementara yang

143 ihat pasal 107 (1) Undang-undang Kepailitan.
44 Lihat pasal 57 (2) Undang-undang Kepailtan.
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memiliki ruang lingkup berbeda dengan penugasan

sebagai Kurator penuh.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator Sementara

berhubungan dengan debitur atau pengurusnya untuk

meminta data atau informasi yang diperlukan,

antara lain:

a. informasi umum sehubungan dengan tempat,
jenis dan skala kegiatan usaha debitur;

b informasi keadaan keuangan debitur;

C. informasi tentang harta debitur, yang
setidaknya mencakup seluruh rekening bank
dan harta kekayaan penting atau material

lain yang dimiliki atau dikuasai oleh

debitur.
d. Informasi tentang kewajiban atau utang
debitur, yang setidaknya mencakup

identifikasi kreditor vyang diketahui dan
tagihan-tagihan mereka, dasar tagihan mereka
serta jadwal atau rencana pembayaran; dan

e. Informasi lain yang diperlukan dlam
melaksanakan tugasnya sebagai Kurator

Sementara. Jika perlu, untuk mempermudah
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penugasannya Kurator Sementara dapat bekerja

dari atau menempatkan asistennya di kantor

atau lokasi usaha debitur.

Jika debitur menolak memberikan informasi
tersebut di atas, atau melakukan tindakan yang
dapat merugikan hak-hak kreditur, Kurator
Sementara memohon pengadilan untuk memerintahkan
debitur untuk memberikan informasi atau
menghentikan tindakannya.

Jika pengadilan menolak permohonan pailit,

tugas Kurator Sementara berakhir dan ia
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada debitur. Jika pengadilan menyatakan

debitur pailit dan menunjuk Kurator Sementara
sebagai Kurator Tetap, maka kurator meneruskan
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang
Kepailitan. Jika Kurator Sementara digantikan
oleh Kurator lain, penggantian tersebut dilakukan
berdasarkan Standar Profesi kurator yang dibuat
oleh asosiasi kurator dan pengurusnya.

Debitur dan Kreditur dapat mengusulkan

kepada pengadilan untuk mengangkat Kurator
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tertentu vyang independen dan tidak memiliki
benturan kepentingan.

Sebelum menerima panunjukkan, kurator yang
diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan
memastikan bahwa ia: (i) memiliki keahlian yang
diperlukan; (ii) memiliki sumber daya dan
kapasitas yang cukup untuk melaksanakan
penunjukkan tersebut secara efektif, efisien dan
profesional. Jika Kurator atau pengurus merasa
tidak dapat memenuhi satu atau lebih faktor di
atas, Kurator tersebut wajib menolak wusulan
tersebut.

Jika diusulkan oleh debitur atau kreditur,
maka sebelum menerima usul, Kurator tersebut
wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan
kepentingan. Jika Kurator memiliki benturan
kepentingan, ia wajib menolak usulan tersebut.
Jika Kurator tidak diusulkansebelumnya, namun
langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, maka
Kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan
kepentingan sebelum menerima penunjukkan

tersebut. Jika Kurator tersebut memiliki benturan
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kepentingan, ia wajib mengundurkan diri
penunjukkan tersebut. Kurator membuat pernyataan
penerimaan penugasan yang menyatakan dan
menegaskan bahwa ia memiliki benturan kepentingan
dan memasukkannya dalam Kertas Kerja, atau
menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika
diminta.

Penunjukkan sebagai Kurator selalu selesai
setelah penyelesaian penugasan; Kurator dapat
mengundurkan diri atai digantikan Kurator lain.
Pengadilan dapat setelah mendengar Kurator,
mengganti Kurator tersebut dan mengangkat Kurator
pengganti atau Kurator tambahan atas permintaan
usulan: (i) Kurator sendiri; (ii) Kuratorlainnya,
jika ada (iii) hakim pengawas; atau )iv) debitur
pailit. Selain itu, Pengadilan wajib mengganti
Kurator, atas permohonan kreditur melalui
Keputusan Rapat Kreditur.

Jika akan mengundurkan diri, Kurator
menyatakan pengunduran diri secara tertulis

kepada pengadilan,d engan tembusan kepada hakim
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pengawas, panitia kreditur atau Kurator lainnya,

jika ada.

Dalam bagian ini Kurator terdahulu adalah
Kurator yang belum menyelesaikan proses
penugasannya sebagai Kurator, namun penugasannya
sebagai Kurator diganti dengan alasan apapun.
Sementara Klurator pengganti adalah kurator yang
menggantikan Kurator terdahulu dalam suatu
penugasan. Kurator terdahulu wajib:

a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan
dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas
kerja Kurator vyang berhubungan dengan
penugasan kepada Kurator pengganti dalam
jangka waktu 2 x 24 jam; dan

b. memberikan keterangan selengkapnya
sehubungan dengan penugasan tersebut
khususnya mengenai hal-hal yang bersifat
meterial serta diperkirakan dapat memberikan
landasan bagi Kurator pengganti untuk
memahami dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan

pertanggungjawabab atas penugasannya dan
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menyerahkan salinan lapoiran tersebut kepada
kurator pengganti.

Kurator harus segera mengambil tindakan
pendahuluan yang diperlukan segera setelah
pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk
sebagai Kurator, Kurator menghubungi hakim
pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman pailit
yang ditetapkan oleh hakim pengawas serta
mengusulkan surat kabar di mana pengumuman akan
dimuat. Kurator meminta salinan pernyataan pailit
dan menjalin komunikasi awal dengan debitur
dengan tujuan mengamankan harta pailit dan
memastikan  kerja sama debitur pailit dalam
kepailitan. Jika Kurator menemui masalah dalam
hal ini, Kurator memberitahukan dan meminta
bantuan hakim pengawas.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan
Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan adalah
sebagai berikut:

a. mengidentifikasi seluruh rekening bank dan
harta kekayaan penting atau material lain

yang dimiliki debitur pailit;
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b. mengumpul kam informasi umum sehubungan
dengan tempat, Jjenis dan skala kegiatan
usaha debitur;

Cis mengumpulkan informasi umum sehubungan
dengan keadaan keuangan debitur;

d. membuka rekening bank baru atas nama Kurator
CQ debitur pailit wuntuk menampung seluruh
dana dari rekening debitur pailit.

e. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar
yang ditetapkan hakim pengawas.

Pengumuman tersebut mencakup (i) ikhtisar
putusan kepailitan; (ii) idntitas, alamat dan
pekerjaan debitur pailit; (iii) identitas hakim
pengawas; (iv) identitas dan alamat kurator; (v)
tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditur
pertama; dan (vi) identitas dan alamat panitia
kreditor sementara, jika ditunjuk.

Dalam hal pengumuman dalam Berita Negara,
Kurator cukup mengajukan permohonan pengumuman
dan mendapatkan nomor Berita Negara untuk

pengumuman tersebut dan tidak wajib memastikan

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



100

pengumuman tersebut telah terbit dalam waktu lima
hari sejak pernyataan pailit.

Kurator memberikan rekomendasi kepada hakim
pengawas dalam menetapkan surat kabar untuk
pengumuman pailit berdasrkan pemeriksaan
pendahuluan atas debitur pailit dengan
memperhatikan domisili, kegiatan usaha, lokasi
sebagian besar harta kekayaan debitur dan tempat
usaha debitur.

Untuk  keperluan pengumuman hal-hal lain
dalan kepailitan hendaknya Kurator melakukan
koordinasi dengan hakim pengawas dengan
memperhatikan aspek-aspek dalam Standar Profesi
ini.

Segera mungkin Kurator mengirimkan surat
pemberitahuan dengan surat tercatat sehubungan
dengan pernyataan pailit atas debitur pailit
kepada seluruh kreditur yang diketahui
berdasarkan daftar kreditur yang dimiliki oleh
debitur pailit. Pemberitahuan berisi beralihnya

kewenangan debitur pailit untuk mengelola
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hartanya kepada Kurator, dan hal-hal lain

sebagaimana halnya tercantum dalam pengumuman.
Kurator dengan segala upaya yang diperlukan

dnw ajar, harus melakukan upaya pengamanan atas
harta kekayaan debitur. Sesuai dengan uu
Kepailitan, segera setelah menerima pemberitahuan
pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang
diperlukan danwajar, harus mengamankan atas harta
kekayaan debitur untuk menghindari berkurangnya
nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini
mencakup seluruh harta debitur. Khusus untuk
harta tertentu, Kurator melakukan langkah-langkah
yang diperlukan sebagi berikut:

a. Rekening bank. Sesegera mungkin Kurator
memberitahukan kepailitan debitur dan akibat
hukumnya kepada bank atau lembaga keuangan
lainnya dimana debitur memiliki rekening
(termasuk rekening koran, tabungan, deposito
maupun instrumen Kkeuangan lainnya dimana
debitur memiliki dana) dan memastikan bahwa
debitur pailit tidak 1lagi berwenang untuk

mengelola rekening tersebut. Kurator meminta

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



102

bank yang besangkutan mengalihkan dari waktu
ke waktu seluruh dana dalam rekening debitur
pailit tersebut ke dalam rekening kurator
yang dibuka khusus untuk keperluan
penugasannya tersebut.

Surat Berharga Atas Bawah dan Logam Mulia.
Kurator mengambil dan menyimpan seluruh
surat berharga, efek dan logam mulia dengan
memberikan tanda terima kepada debitur.
Kurator dapat menyimpan surat berharga, efek
atau logam mulia tersebut di suatu tempat
yang aman dalam pengawasannya.

Surat Berharga Atas Nama. Kurator mengambil
dan menyimpan seluruh surat berharga dengan
memberikan tanda terima pada debitur.
Kurator dapat menyimpan surat berharga
tersebut di suatu tempat yang aman dalam
pengawasanya. Bila perlu, Kurator dapat
memberitahukan kepailitan debitur dan
akibat hukumnya kepada pihak yang terkait
dengan surat berharga tersebut dan

memastikan bahwa debitur pailit tidak 1lagi
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berwenang untuk mengelola surat berharga
tersebut tanpa persetujuan kurator.

Benda Tidak bergerak. Kurator meminta dan
menyimpan seluruh setifikat, surat-surat dan
tanda bukti hak lainnya sehubungan dengan
benda tidak bergerak milik debitur. Kurator
dapat menyimpan surat berharga tersebut di
suatu tempat yang aman dalam pengawasannya.
Bila perlu, Kurator dapat mengirimkan
pemberitahuan tentang pernyataan pailit pada
lembaga pendaftaran atau pihak lain yang
berwenang atas harta tidak bergerak debitur
paitisy

Benda Bergerak lainnya. Atas benda bergerak,
Kurator melakukan tindak yang dianggap perlu
untuk mengamankan harta pailit. Kurator
secepatnya mengadakan penguraian atas harta
bergerak debitur pailit.

Korespondensi debitur Pailit. Panitera wajib
memberitahukan PT Persero Pos dan Giro
mengenai pernyataan pailit. Segera setelah

debitur dinyatakan pailit, Kurator sedapat

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



104

mungkin melakukan upaya-upaya untuk
memastikan bahwa Kurator memiliki akses
penuh atas seluruh korespondensi yang
ditujukan kepada debitur pailit sehubungan
dengan boedel pailit. Oleh karena 1itu,
kurator memastikan bahwa seluruh
korespondensi sehubungan dengan harta pailit
dialamatkan kepada Kurator.

Untuk mengamankan harta pailit, Kurator,
atas persetujuan hakim pengawas, dapat menyegel
harta pailit. Kurator harus memelihara
dokumentasi yang baik mengenai setiap penugasan

yang dilakukannya dalam bentuk kertas kerja.

Kertas Kerja adalah kumpulan seluruh
dokumentasi suatu catatan yang diselenggarakan
oleh kurator beserta kompilasi segala
data/informasi yang berhubungan penugasan dalam
suatu kepilitan tertentu. Dalam kertas kerja,
Kurator setidaknya memuat data/informasi berikut

catatan tentang:
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dokumentasi administratif yang menjadi dasar
penugasan;

rencana kerja yang dipersiapkan oleh Kurator
pada awal penugasannya;

korespondensi dengan para pihak yang terkait
dalam proses kepailitan;

dokumentasi (termasuk dokumentasi pendukung)
yang berhubungan dengan harta pailit atau
kewajiban harta pailit, termasuk namun
tidak terbatas pada catatan atau uraian atas
harta pailit dan pertelaannya;

catatan hal-hal yang dianggap penting
olehKurator dalam menjalankan penugasannyaj;
minta rapat-rapat yang diselenggarakan
sehubungan dengan penugasan, namun tidak
terbatas pada rapat kreditor dan konsultasi
kurator dengan hakim pengawas.
Kesimpulan-kesimpulan, analisa, memorandum
dan representasi yang dibuat Kurator selama
penugasannya;

Matrikulasi kemajuan kerja; dan
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i, Seluruh laporan Kurator sebagaimana dimaksud
dalam UU Kepailitan.

Karena kerja bersifat rahasia, namun harus
dibedakan perlakuan antara kertas kerja secara
keseluruhan, dengan dokumen-dokumen lain di
dalamnya, yang oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku dinyatakan sebagai dokumen publik.

Kertas kerja berfungsi untuk membantu
Kurator agar dapat bekerja secara terstruktur dan
efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau
pertanggungjawwabab Kurator atas pelaksanaan
penugasannya. Kertas kerja dapat disimpan dalam
bentuk dokumen kertas maupun bentuk elektronik,
seperti dalam bentuk hard atau floppy disk, CD-

ROM, pita magnetik atau media lainnnya.

Tanggungjawab Kurator
Tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan

persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan

terlebih dahulu dari hakim pengawas, Kurator

dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi
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berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 Undang
Undang Kepailitan. Kurator harus bertanggungjawab
atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan
kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang
menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai
harta pailit.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung
jawab Kurator tersebut tidaklah lebih berat atau
bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatr
dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan
perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga
bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan
Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak
ketiga tersebut merupakan tindakan di luar
kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh

undang-undang, tidak dapat diberikan pada harta

145 pasal 72 mengatakan bahwa : kurator bertanggungjawab terhadap

kesalahan atau kelalalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan
dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
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pailit, dan merupakan tanggung jawab Kurator
secara pribadi.

Sebaliknya, tindakan Kurator yang dilakukan
sesuai dengan kewenangan yang diberikan
kepadanya, oleh undang-undang dan dilakukan
dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal di luar
kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta
pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara pribadi kepada Kurator dan kerugian
tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.
Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-
undang Kepailitan kepada Kurator menjadi beban
tersendiri  bagi kurator agar berhati-hati dan
bertanggung = jawab . dalam menjalankan tugasnya,
karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan
Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat
mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya
kepada Kurator.

Keinginan yang mengharapkan agar Kurator
dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan
bekerja baik menjadi beban tersendiri bagi

Kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator
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bekerja dalam waktu yang sempit. Padahal ia harus
mengambil keputusan yang menyangkut Kkepentingan
banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan
yang berbeda-beda.

Menarik apa yang diungkapkan Jerry Hoff
dalam bukunya tentang tanggungjawab Kurator, yang
ia bagi dalam dua macam bentuk tanggung jawab
Kurator.!?® Jerry Hoff dengan tegas mengungkapkan
bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai
akibat dari tindakan Kurator bisa menjadi
tanggung Jjawab pribadi Kurator, yang berarti
menjadi beban harta pribadi Kurator untuk
mengganti kerugian tersebut. Disisi lain kerugian
yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau
tidaknya Kurator dibebankan pada harta pailit
untukmengganti kerugian tersebut.

1. Tanggung Jawab Kurator sebagai Kurator
Tanggung jawabKurator dalam kapasitas
sebagai Kurator dibebankan pada harta

pailit, dan bukan pada Kurator secara

146 gerry Hoff, Undang Undang Kepailitan di Indonesia, ‘Indonesian

Bankrupcy Law”, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Jakarta, Taranusa,
2000, hlm 72.
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pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak

yang menuntut mempunyai tagihan atas harta

kepilitan, dan tagihannya adalah utang harta
pailit, seperti:

a. kurator lupa memasukkan salah satu
kreditor dalam rencana distribusi;

b kurator menjual aset debitur yang tidak
termasuk dalam harta kepailitan:;

Ch kurator menjual aset pihak ketiga:;

d. kurator berupaya menagih tagihan
debitur yang pailit dan melakukan sita
atas properti debitur, kemudian
terbukti bahwa tuntutan debitur
tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat
dari tindakan kurator tersebut di atas
tindakan menjadi beban harta pribadi kurator
melainkan menjadi beban harta pailit.
Tanggung Jawab Pribadi

Kerugian yang muncul sebagai akibat
dari tindakan atau tidak bertindaknya

Kurator menjadi tanggung jawab Kurator.
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Dalam kasus ini kurator bertanggungjawab
secara pribadi. Kurator harus membayar
sendiri kerugian yang ditimbulkannya.
Tangqung jawab ini dapat terjadi, misalnya
jika kurator menggelapkan harta kepailitan.
Segala kerugian yang timbul, sebagai akibat
dari kelalaian atau karena
ketidakprofesionalan Kurator menjadi
tanggung jawab Kurator. Karenanya kerugian
tersebut tidak bisa dibebankan pada harta
pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tamsir
Cholik, seorang Kurator di BHP Jakarta,
mengatakan bahwa pembebanan tanggungjawab
atas kerugian harta pailit kepada kurator
akan membuat Kurator menjadi tidak kreatif
dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam
upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab
ini harus lebih jelas lagi diatur dalam
Undang Undang Kepailitan tentang kriteria

tanggung jawab yang harus dibebankan kepada
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debitur pribadi, dan mana tanggung jawab
yang harus dibebankan pada harta pailit,
sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh
seorang Kurator.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban
seorang kurator terhadap pelaksanaan tugas
dalam rangka mengurus harta pailit terutama
nilai jual harta tersebut dapat dilakukan
dengan bentuk laporan tertulis yang kemudian
disahkan oleh hakim pengawas setelah masa
pembayaran selesai dilakukan.'®’

Telah dengan jelas diatur dalam suatu
peraturan kepailitan tentang tindakan
Kurator mana = saja yang mengakibatkan
kerugian harta pailit yang dapat dibebankan
pada harta pailit dan mana vyang menjadi
beban tanggung jawab pribadi Kurator. Oleh
karena itu, hal ini akan mempermudah kerja
seorang Kurator.

Kendati  demikian, tindakan  seorang

Kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan

47 petikan wawancara peneliti dengan curator BHP Jakarta.
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pemikiran yang matang dan berangkat dari
dasar bahwa tindakannya dilakukan demi

kepentingan harta pailit.

Penggantian Kurator

Menurut Undang-undang Kepailitan seorang
kurator dapat diganti, tentunya usulan penggantian
tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga.
Tentang penggantian kurator, Pasal 71 Undang-undang
Kepailitan menentukan bahwa pengadilan setiap waktu
dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah
memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat
kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan
atas
1.permohonan kurator sendiri;
2.permohonan kurator lainnya jika ada;
3.usul hakim pengawas;
4.permintaan debitur pailit.

Selanjutnya pengadilan harus memberhentikan
atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas

usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat
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kreditur!*® dengan persyaratan putusan tersebut
harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
seperdua jumlah kreditur konkuren atau kuasanya
vang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari
seperdua jumlah piutang kreditur atau kuasanya yang
hadir dalam rapat tersebut.!®®
Rapat kreditur sebagaimana dimaksud dapat
diadakan bila!®’
l.diwajibkan oleh Undang-undang Kepailitan;
2.hakim pengawas menganggap hal itu perlu;
3.diminta oleh paling sedikit lima orang kreditur
berdasarkan alasan kuat, dan;
4.diminta oleh paling sedikit lima orang kreditur
yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui
atau diterima dengan syarat.
Jika seorang kurator akan mengundurkan diri,

kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis

kepada pengadilan dengan tembusan kepada hakim

4% Rapat kreditur adalah rapat para kreditur yang dipimpin oleh Hakim
Pengawas. Pelaksanaan rapat kreditur untuk pertama kalinya harus
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal putusan dipailitkan ditetapkan. Kurator diwajibkan hadir dalam
rapat para kreditur.

149 pasal 71 (2) Undang-undang Kepailitan.

13 1ihat selengkapnya pada pasal 90 Undang-undang Kepailitan
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pengawas, apnitia kreditur, debitur atau kurator

lainnya jika ada.

Terhadap Kurator yang mengundurkan diri
tersebut bila masih belum menyelesaikan tugasnya
sebagai kurator karenanya kurator tersebut wajib
. 151
a. menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen

termasuk laporan-laporan dan  kertas kerja

kurator yang berhubungan dengan penugasan

kepada kurator pengganti dalam waktu 2 x 24

jam, dan;

b. memberikan keterangan selengkapnya sehubungan
dengan penugasan tersebut khususnya mengenai
hal-hal yang bersifat material serta
diperkirakan dapat memberikan landasan bagi
kurator pengganti untuk memahami permasalahan
dalam penugasan selanjutnya.

Kurator terdahulu wajib membuat laporan
pertanggungjawaban atas penugasannya dan
menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator

pengganti.

151 standar Profesi Kurator Dan Pengurus.
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Penjualan Harta Pailit Oleh Kurator.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab
kurator adalah dengan berusaha menaikkan nilai jual
harta pailit sehingga nilai harta pailit dari
debitur yang diputus pailit terhindar daripada apa
yang dinamakan dengan banting harga. Salah satu
aksi yang dapat dilakukan oleh kurator adalah
dengan menjual harta pailit sebagaimana yang
disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Penjualan harta pailit oleh kurator tentunya
berdasarkan pada tahapan-tahapan tertentu dan
tentunya dengan alasan tertentu pula, diantaranya
adalah sebagai berikut
1. Guna menutupi biaya perkara kepailitan;

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-
undanag Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit
untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan. Pasal 107
UUK menggarisbawahi bahwa
Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat
mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk
menutup biaya kepailitan atau apabila
penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada

harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit
diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
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2. Penahanan barang yang dapat mengakibatkan
kerugian;

Misalnya jika salah satu benda yang termasuk
dalam harta pailit kemudian membusuk dan
menimbulkan biaya perawatan yang terlalu besar.

3. Menjual barang jaminan hutang dalam masa
penangguhan eksekusi jaminan hutang;

Sebagaimana diketahui bahwa pihak kreditur
separatis (kreditur dengan hak jaminan) tidak
diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan
hutangnya dalam masa penangguhan eksekusi untuk
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari'®.
Sebaliknya = kurator boleh menggunakan bahkan
menjual harta pailit yang merupakan harta yang
dijadikan jaminan hutang tersebut dengan catatan
persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi,
yaitu
a. Harta tersebut dalam penguasaan kurator;

b. Dilakukan dalam rangka kelangsungan wusaha

debitur;

132 1,ihat pasal 56 Undang-undang Kepailitan.
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€. Telah diberikan perlindungan yang semestinya
kepada kepentingan kreditur separatis yang
bersangkutan.
4. Barang yang tidak diperlukan bagi kelangsungan
usaha dapat di jual;

Jika tidak diusulkan perdamaian atau ditolak
usul perdamaian maupun ditolaknya pengesahan
perdamaian, maka kemudian dapat dilanjutkan
perusahaan debitur ini, kurator dapat menjual
harta pailit yang tidak diperlukan dalam
melanjutkan perusahaan tersebut.!®® Dpalam hal ini
tidak diperlukan izin siapa-siapa meskipun
konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu
dianjurkan.

Perlu digarisbawahi bahwa kelangsungan usaha
berdasarkan pasal 104 (1) yang memerlukan
persetujuan panitia kreditur tidak termasuk dalam
kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk
menjual aset.

Jika kemudian ditemukan kurator menjual aset

yang berhubungan dengan pasal 104 (1) maka

3 Lihat pasal 184 (2) Undang-undang Kepailitan.
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berlakuklah ketentuan yang terdapat dalam pasal
107, vyaitu dilakukan dengan izin Hakim Pengawas
agar penjualan aset dapat menutupi ongkos
kepailitan atau penahanannya yang dapat
menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

. Penjualan barang diutamakan dalam rangka
pemberesan harta pailit.

Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya
merupakan salah satu tugas utama dari kreditur
sesuai dengan prinsip cash is the king. Penjualan
aset debitur ini ( setelah insolvensi dan tidak
dilakukan pengurusan harta debitur ) tidak
memerlukan persetujuan siapa-siapa. Lihat pasal
184 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 69 ayat
(3) undang-undang kepailitan. Kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang seperti yang terdapat
dalam pasal 98 ayat (1) undang-undang kepailitan.
Pasal 107 ayat (1) 1ini mensyaratkan adanya
persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan
aset debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu

dalam masa sebelum insolvensi.
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BAB IV

PRINSIP DAN IMPLEMENTASI INDEPENDENSI KURATOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Prinsip Yang Melekat Pada Kurator Terkait Dengan
Pelaksanaan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta
Pailit.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan
pemberesan harta pailit, sudah menjadi suatu keharusan
bahwa seorang kurator harus independen dan tidak
memiliki benturan kepentingan. Dalam Undang-undang
Kepailitan ditegaskan bahwa kelangsungan keberadaan
kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur
dan kurator tidak memiliki kepentingan segi ekonomis
yang sama dengan Kkepentingan debitur atau kreditur.
Seorang kurator harus independen dan bebas dari
pengaruh siapapun.

Dalam prinsip etika profesi Kurator yang dibuat oleh
Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia benturan
kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
Kurator dan Pengurus harus dihindarkan dari posisi
yang mengarah pada kepentingan satu pihak yang lebih

diutamakan, selain itu mencegah daripada kepentingan
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ekonomis yang terdapat pada harta pailit. Benturan

kepentingan yang harus dihindarkan antara lain, yaitu

. 154

a. Sebelum penunjukkan anggota harus menolak
penunjukkan jika ternyata bahwa pada saat
penunjukkan terdapat benturan kepentingan atau
berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota
berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin
akan muncul

b. Setelah penunjukkan. Anggota harus segera
mengungkapkan kepada hakim pengawas, kreditor,
komite jika ada dan debitur jika ternyata setelah

penunjukkan muncul benturan kepentingan.

Tentang tindakan sehubungan dengan harta pailit,
kurator, rekan, pegawai, tidak boleh mendapatkan
barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit
yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas
terhadap siapapun.

Begitupun dengan tanggung jawab profesi, kurator

mempunyai peran penting dalam masyarakat. Oleh karena

154 pode etik Profesi Kurator dan Pengurus ini merupakan Norma yang
harus ditaati oleh Kurator dan Pengurus dalam menjalankan tugasnya.
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kurator berperan dalam hal tanggung jawab kepada semua
pihak yang terkait sehubungan dengan tugas kurator
atau Pengurus diharapkan dapat bekerja sama dengan
Sesama anggota untuk mengembangkan profesi secara
profesional guna memelihara kepercayaan masyarakat dan

untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam

mengatur dirinya sendiri.

Ciri dari profesi Kurator dan Pengurus
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat secara
umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan
kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran uang.

Bila dalam menjalankan profesinya anggota
mengalami benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini
anggota harus bertindak dengan integritas
tinggi/sesuai dengan standar profesi dan prinsip-
prinsip etika profesinya.

Tanggungjawab anggota tidak semata-mata untuk
memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau
penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula
mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada

kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Terkait dengan pelaksanaan tugas yang diemban,
kurator juga harus dituntut integritasnya yang mana
integritas harus berpedoman pada kebenaran dan
keadilan. Integritas merupakan salah satu ciri yang
fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme
yang ~melandasi kepercayaan publik serta menjadi
pedoman bagi kurator dalam menguji semua Kkeputusan
yang diambilnya. Sifat dan sikap kejujuran dijunjung
tinggi sehingga kepercayaan akan kredibilitas kurator
dimata publik kian baik. Integritas juga mengharuskan
kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan
profesinya secara cermat dan seksama.

Objektif yang dimaksud adalah bagaimana kurator
dapat bersikap adil, tidak memihak, Jjujur, tidak
berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan
atau pengaruh orang/pihak lain.

Bila kurator dihadapkan pada situasi yang
mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran
kewajaran harus digunakan sebagai patokan untuk
menilai dan menyikapi situasi-situasi yang
kelihatannya merusak objektivitas anggota tersebut.

Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias
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atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas

harus dihindari. Kurator wajib untuk memastikan bahwa

pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa
profesional mematuhi prinsip objektivitas. Selain itu
dilarang menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah,
fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat
mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku
profesional.

Kewajiban untuk menjauhi perilaku yang dapat
mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh kurator
sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kepada pihak-

pihak vyang terkait dalam rangka pengurusan dan

pemberesan harta pailit.

1. Benturan Kepentingan

Mengenai Benturan Kepentingan bahwa yang
dimaksud dengan benturan kepentingan adalah
keterkaitan antara Kurator dengan debitur,
kreditur dan/atau pihak lain yang dapat
menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh

tanggung jawab sesuai peraturan perundangundangan

yang berlaku.
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Kurator hanya dapat menjalankan tugasnya
jika pada setiap waktu ia tidak memiliki benturan

kepentingan dalam penugasan tersebut.

Untuk keperluan pemeriksaan kemungkinan
benturan kepentingan, Kurator wajib membuat dan
memelihara daftar klien dan jenis pekerjaan yang
pernah dilakukan dalam pekerjaannya baik di dalam

maupun di luar kepailitan atau PKPU.

Sebelum menerima penugasan, Kurator wajib
baik jika diminta maupun tidak diminta cleh pihak
manapun, memeriksa dan memastikan bahwa ia tidak
memiliki benturan kepentingan dengan debitur
maupun kreditur yang saat ini diketahui
berdasarkan daftar kreditur yang tercantum dalam
permohonan pailit maupun dokumen 1lain yang
diajukan bersama permohonan tersebut. Jika
diminta, Kurator membuat pernyataan penerimaan
penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia

tidak memiliki benturan kepentingan.

Jika sewaktu melaksanakan penugasan, Kurator

mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan
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kepentingan dengan satu atau lebih kreditor,
hakim pengawas atau dengan anggota Majelis Hakim

untuk penugasan tersebut, maka ia wajib:

a. memberitahukan secara tertulis adanya
benturan tersebut kepada hakim pengawas,
debitur, rapat kreditur dan komite kreditur
jika ada, bila menjadi anggota asosiasi
kurator maka dibuat surat dengan tembusan
kepada dewan kehormatan asosiasi tersebut
serta wajib segera memanggil rapat kreditur
untuk diselenggarakan secepatnya khusus
untuk memutuskan masalah benturan tersebut,
atau;

b, segera mengundurkan diri.

Jika Kurator memberitahukan adanya benturan
kepentingan tersebut pada debitur atau rapat
kreditur atau panitia kreditur (jika ada), maka
debitur atau rapat kreditur memutuskan untuk
menerima atau menolak benturan kepentingan. Jika
rapat kreditur menolak, maka rapat kreditur
tersebut juga harus memutuskan untuk

memberhentikan Kurator yang bersangkutan dan
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segera menggantinya dengan menunjuk Kurator baru.
Jika debitur menolak, maka debitur dapat meminta
pengadilan untuk mengganti Kurator dan menunjuk
Kurator.

Jika  Kurator mengundurkan diri, Kurator
wajib segera memanggil rapat kreditor untuk
menunjuk Kurator atau Pengurus baru. Penggantian
KuratorPengurus karena adnya benturan kepentingan
ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini'®®,
demi kepastian adalah sebaiknya apabila Undang
Undang Kepailitan memberikan ketentuan yang
menentukan dalam hal-hal apa saja dianggap
terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang
dimaksud itu. Dianggap telah terjadi bentukan
kepentingan apabila terjadi antara lain halhal

sebagai berikut:

a. Kurator menjadi salah satu Kreditur.

i Sutan Remy Sjadeini, Hukum Kepailitan, memahami
Faillisementsverordening juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998,
Grafiti Pers, Jakarta, 2002, hlm. 212.
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b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan
dengan pemegang saham pengendali atau dengan
Pengurus dari perseroan Debitur.

(o4 Kurator memiliki saham lebih dari 10 persen
pada salah satu perusahaan Kreditur atau
pada perseroan Debitur.

Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau
anggota Komisaris dari salah satu perusahaan

Kreditur atau dari perusahaan Debitur.

Hubungan Kurator Dengan Pihak-Pihak Dalam
Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

2.1 Hubungan Kurator Dengan Debitur Pailit

Kurator harus membangun dan membina
hubungan kerja sama dengan debitur pailit.
Salah satu faktor penentu keberhasilan
Kurator dalam menjalankan tugasnya adalah
hubungan kerja yang baik dengan debitur
pailit. Kegagalam Kurator untuk membina
kerjasama dengan debitur pailit dapat
menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan

itu sendiri.
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Kurator wajib memberitahukan,

mengingatkan debitur pailit secara tertulis

tentang kewajiban dan larangan atau
pembatasan yang harus dibatasinya
sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Jika debitur dinilai tidak kooperatif
apabila mereka menolak, baik jika diminta
oleh Kurator atau tidak, untuk bekerjasama
dalam menjalankan proses kepailitan. Kerja
sama yang dimaksud antara lain:

a. memberikan seluruh data dan informasi
sehubungan dengan harta pailit secara
lengkap dan akurat;

10)C menyerahkan seluruh kewenangan harta
pailit dan usahanya pada Kurator dan
tidak lagi menjalankannya sendiri;

C. jika diminta, membantu Kurator dalam
menjalankan tugasnya; dan

d. tidak menghalangi, baik sengaja atau

tidak, pelaksanaan tugas Kurator.

Analisis yuridis..., Hasanudin, FH Ul, 2008



130

Terhadap debitur pailit yang dinilai
tidak kooperatif, Kurator mengusulkan kepada
hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-
tindakan hukum agar debitur pailit dapat
segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan
ini dapat bervariasi dari yang paling ringan
misalnya, dengan meminta hakim pengawas
untuk mengeluarkan surat panggilan vyang
bertujuan untuk menghadirkan debitur pailit
ke muka persidangan atau rapat kreditur,
surat teguran yang memerintahkan debitur
agar mematuhi tindakan-tindkaan khusus dalam
kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas
untuk menggunakan instrumen yang tersedia
pada Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk

menyandera debitur tersebut.

Hubungan Kurator Dengan Kreditur.

Sukses tidaknya pengurusan dan
pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh
Kurator tidak hanya ditentukan oleh

kerjasama yang baik dari debitur pailit,
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tetapi juga dari kreditur. Dengan kerjasama
yang aktif dari kreditur akan mempermudah
kerja kurator. Misalnya, dalam hal pendataan
harta debitur pailit, diminta atau tidak
oleh kurator, kreditur harus menunjukkan
jumlah dan lokasi serta aset debitur pailit.

Dalam suatu proses kepailitan, meskipun
yang mengajukan permohonan pailit hanya satu
atau dua kreditur maka yang berhak
mendapatkan haknya atas harta pailit bukan
hanya yang mengajukan pailit saja tetapi
semua kreditur dari debitur pailit. Oleh
karena itu dibentuklah panitia kreditur yang
bertugas menjembatani kepentingan para
kreditur dengan kurator mengenai harta
pailit yang akan dibagikan.

Undang-Undang Kepailitan tidak
menjelaskan secara eksplisit mengenai
kewajiban dibentuknya panitia, namun bila
kepentingan menghendaki maka pengadilan

dapat membentuk panitia kreditur yang
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tentunya hakim pengawas wajib menawarkan
pembentukan panitia tersebut kepada kurator.
Sebenarnya yang justru dikhawatirkan
pada tataran hubungan kurator dengan
kreditur adalah timbul suatu dugaan oleh
kreditur bahwa telah terjadi kolusi antara
kurator dengan debitur yang mana tentunya
keadaan demikian dapat merugikan kreditur.
Terhadap perbuatan hukum yang demikian,
kreditur dapat melakukan perlawanan hukum.
Perlawanan 1ini  terlebih dahulu  diajukan
kepada hakim pengawas. Kreditur dapat
meminta hakim pengawas untuk memerintahkan
kurator melakukan atau tidak melakukan suatu
tindakan. Namun tidak kalah pentingnya
kreditur harus membantu kurator dalam rangka
menyukseskan tugas kurator sehingga
kepentingan kreditur sendiri dapat terlayani
dengan baik.
Hubungan Kurator Dengan Hakim Pengawas.
Kurator dalam menjalankan tugas

pengurusan dan pemberesan harta pailit
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tidaklah berjalan dengan sendirinya. Kurator
senantiasa berada dibawah pengawasan hakim
pengawas pengadilan niaga.
Undang-undang kepailitan menegaskan bahwa :
Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan
pemberesan harta pailit.!®®

Hakim pengawas menilai sejauh mana
pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan
harta pailit yang dilakukan oleh kurator
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur
dan kreditur.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim
pengawas maupun kurator harus sama-sama
saling mengetahui tugas keduanya sehingga
keduanya saling memahami kapankah harus
berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat
diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui

debitur atau kreditur yang kurang mendukung

kelancaran penyelesaian perkara.'®’

15¢ pasal 65 Undang-Undang Kepailitan.

137 Mengutip Imran Nating, dari Parwoto Wignjosumarto, “Peran dan
Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta permasalahannya
Dalam Praktik Kepailitan Dan PKPU,” (Makalah disampaikan pada Lokakarya
Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 30-31 Juli
2002) .
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Mengenai hubungan kurator dan hakim
pengawas seperti bersifat kolega. keduanya
harus bekerjasama dalam penanganan perkara.
Hakim Pengawas harus arif dan bijaksana
dalam mengemban kepentingan di pailit, para
kreditur dan pihak ketiga. Hakim Pengawas
Juga memiliki kewenangan untuk memimpin
rapat dan menyerahkan tagihan-tagihan yang
tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk
diputus.

Hakim Pengawas berharap agar seorang
kurator dapat bekerja sebagaimana ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan

sehingga kurator dapat menjadi profesional,

terampil dan menguasai tugas serta
kewenangannya.
Dalam menjalankan tugasnya, hakim

pengawas mempunyai hubungan kerja dalam
rangka pemberesan dan pengurusan harta
pailit sampai selesai dilaksanakan. Hubungan
tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan

disebutkan sebagai berikut
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L. Hakim Pengawas merencanakan
penyelenggaraan rapat kreditur paling
lambat tiga puluh hari sejak tanggal
putusan pailit diucapkan dan dalam
jangka waktu tiga hari setelah putusan
diterima oleh hakim  pengawas dan
kurator, hakim pengawas wajib
menyampaikan kepada kurator rencana
rapat tersebut;'®®
Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim
pengawas wajib menyelenggarakan rapat
kreditur terhitung sejak dikeluarkannya
putusan pailit terhitung paling lambat
30 (tiga puluh hari) dan 3 (tiga) hari
setelah salinan putusan diserahkan
pengadilan niaga dan diterima oleh
hakim = pengawas dan kurator untuk
kemudian hakim pengawas wajib

menyampaikan rencana rapat tersebut

kepada kurator.

2 Hakim Pengawas menetapkan surat kabar
harian untuk mengumumkan putusan
pernyataan pailit;'*®

Dalam hal penetapan surat kabar harian

untuk mengumumkan putusan pernyataan

1% pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan.
1*% pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
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pailit, Tamsir Cholick, SH. seorang
kurator dari BHP mengatakan bahwa surat
kabar yang dimaksud adalah surat kabar
harian yang beroplah besar baik skala
nasional maupun lokal.

3 Kurator melaporkan kepada hakim
pengawas tentang daftar kreditur dengan
uraian nama, alamat, jumlah dan sifat
piutang serta daftar piutang yang
diakui atau dibantah*6°
Setelah putusan pailit dijatuhkan
kepada debitur pailit dan proses
pengurusan dan pemberesan mulai
dilakukan, kurator terlebih dahulu
melaporkan daftar kreditur lengkap
dengan identitas sebagaimana pada pasal
102 Undang-Undang Kepailitan,
memverifikasi  jumlah piutang berikut
sifat piutang dan daftar piutang baik

yang akui debitur maupun yang tidak

diakui kepada hakim pengawas.

¢ pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.
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4. Kurator melaporkan kepada hakim
pengawas tentang daftar harta pailit
dan perihal ada tidaknya tawaran
rencana perdamaian dari debitur pailit;
Bahwa kemudian kurator harus melaporkan
masalah tentang daftar harta pailit
yang akan verifikasi untuk kemudian
dilakukan hal-hal yang mempercepat
proses penyelesaian pengurusan dan
pemberesan hutang serta ada atau tidak
adanya tawaran damai dari debitur
pailit. Dapat disimpulkan bahwa jalan
perdamaian dalam kepailitan walaupun
putusan pailit sudah dijatuhkan dapat

dimungkinkan tentunya dengan mengetahui

hakim pengawas.

5. Kurator melaporkan kepada hakim
pengawas tentang piutang yang diakui
dan dibantah beserta alasan-
alasann_ya;161

Terkait dengan masalah piutang oleh
debitur yang kemudian diakui maupun

dibantah oleh debitur pailit, kurator

! pasal 117 Undang-Undang Kepailitan.
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tetap melaporkannya kepada hakim
pengawas.

Kurator menyusun daftar pembagian harta
pailit yang berisi daftar penerimaan,
pengeluaran dan imbal jasa Kkurator,
yang  akan dibayarkan kepada para
kreditur, semuanya harus atas
persetujuan hakim pengawas;'%

Dalam hal penyusunan daftar pembagian
harta pailit, kurator harus menyertakan
daftar penerimaan, daftar pengeluaran
dan imbal = jasa kurator yang akan
dibayarkan kepada kreditur, tentunya
dengan persetujuan hakim pengawas.
Kurator di hadapan hakim pengawas
melakukan  pertanggungjawaban setelah
pengesahan perdamaian memperoleh
kekuatan hukum tetap;'®3

Meskipun dalam usaha perdamaian telah
dicapai, kurator harus

mempertanggungjawabkan segala tindakan

hukumnya di hadapan Hakim Pengawas

162 pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.
'3 pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
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setelah perdamaian yang dimaksud
mendapatkan kekuatan hukum tetap.

8. Kurator harus mendapat izin dari hakim
pengawas jika ingin menjual aset harta
pailit di bawah tangan.

Dalam usaha melakukan penjualan aset
harta pailit meskipun dilakukan di

bawah tangan, kurator harus mendapat

izin dari Hakim Pengawas.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Dari uraian bab-bab terdahulu secara singkat

dapat diambil suatu kesimpulan yang menjawab

permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

153 Permasalahan pertama dari tesis ini adalah sejauh
mana independensi Kurator dalam proses pengurusan
dan pemberesan kepailitan? Kurator dapat
dikatakan independen apabila tidak ada benturan
kepentingan. Dianggap telah terjadi benturan

kepentingan apabila terjadi antara lain sebagai

berikut:
e Kurator menjadi salah satu Kreditur.
b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan

dengan pemegang saham pengendali atau dengan
Pengurus dari perseroan Debitur.

C. Kurator memiliki saham lebih dari 10 persen
pada salah satu perusahaan Kreditur atau

pada perseroan Debitur.
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Permasalahan kedua adalah bagaimanakah
tanggungjawab kurator apabila kurator tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga
menyebabkan debitur menderita kerugian? Dalam
melaksanakan tugas pengurusan dan atau
pemberesan, tanggungjawab kurator sangat berat.
Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan
dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian
terhadap harta pailit. Dengan demikian Kurator
bertanggungjawab karena dua hal, yakni:
a. perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan
b. perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.
Kurator dapat digugat dan wajib membayar
ganti kerugian apabila karena kelalaiannya,
apalagi karena kesalahannya yang dilakukan dengan
sengaja telah menyebabkan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap harta pailit, terutama
apabila para kreditur konkuren dirugikan.
Kerugian itu terutama apabila harta pailit
berkurang nilainya, sehingga dengan demikian para

Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan
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tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima
dari hasil penjualan harta pailit seandainya
nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan

sebagai akibat perbuatan Kurator.

Selain itu kurator tidak dapat membebaskan
diri dari tanggungjawab sebagai akibat dari
kelalaian untuk melakukan pemberesan. Sanksi
perdata setidak-tidaknya dapat dibebankan
berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata oleh pihak yang dirugikan.

Kurator juga dapat digugat untuk
bertanggungjawab secara Pribadi oleh pihak-pihak
yang merasa dirugikan. Bahkan Kurator harus
bertanggungjawab secara pidana atas sikap dan

perbuatannya itu.

Tolok wukur untuk menentukan bahwa Kurator
telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

menjalankan tugasnya adalah:

1. Kurator mengemban Statutory duties, vyaitu
kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh

undang-undang, yakni kewajiban yang
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ditentukan dalam Undang Undang Perseroan

Terbatas.

2 Kurator mengemban fiduciary duties atau

fiduciary obligations adalah karena Kurator

memiliki fiduciary relationship terhadap:

a. Hakim Pengawas;

b. Debitur;

G Para Kreditur;

d. Para Pemegang Saham.
Permasalahan ketiga adalah Bagaimanakah
penegakkan prinsip kurator untuk kemudian

diimplementasikan pada pengurusan dan pemberesan
harta pailit ? Jawabannya adalah Dalam rangka
melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan
harta pailit, sudah menjadi suatu keharusan bahwa
seorang  kurator harus independen dan tidak
memiliki ~benturan kepentingan. Dalam Undang-
undang Kepailitan ditegaskan bahwa kelangsungan
keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur

atau kreditur dan kurator tidak memiliki
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kepentingan segi ekonomis yang sama dengan
kepentingan debitur atau kreditur.

Seorang kurator harus independen dan bebas
dari pengaruh siapapun. Tentang tindakan
sehubungan dengan harta pailit, kurator, rekan,
pegawai, tidak boleh mendapatkan barang atau
mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang
dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas
terhadap siapapun. Begitupun dengan tanggung
jawab profesi, kurator mempunyai peran penting
dalam masyarakat.

Oleh karena kurator berperan dalam hal
tanggung jawab kepada semua pihak vyang terkait
sehubungan dengan tugas kurator atau Pengurus
diharapkan dapat bekerja  sama dengan sesama
anggota untuk mengembangkan profesi secara
profesional guna memelihara kepercayaan
masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab

profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri.
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Saran

Independensi Kurator harus dihargai oleh setiap
pihak. Pertama, Campur tangan pihak ketiga terhadap
pelaksanaan tugas Kurator merupakan contempt of court,
yaitu karena Kurator diangkat oleh pengadilan
(Pengadilan Niaga) dan dalam menjalankan tugasnya itu
Kurator menjalankan tugas adalah demi kepentingan
pengadilan, di samping demi kepentingan Debitor dan
keseluruhan para Kreditor. Kedua, Kurator tidak dapat
digugat karena telah menjalankan tugasnya itu. Adalah
bertentangan dengan hukum apabila Kurator digugat
karena telah melaksakanan ketentuan undang-undang atau
melaksanakan statutory obligations-nya. Ketiga,
Kurator hanya dapat digugat apabila telah tidak
melaksanakan statutory obligations-nya atau telah
bertindak bertentangan dengan tugas dan kewenangan
sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan.

Selain itu penegakkan independensi oleh kurator
hendaknya dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap
kurator itu sendiri. Mengingat pekerjaan seorang

kurator harus profesional dan dituntut untuk menaikkan
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harga Jjual harta pailit, sudah sepantasnya dibuat
suatu aturan hukum tentang perlindungan kurator.
Diharapkan dengan pembuatan peraturan
perlindungan terhadap kurator, keprofesionalitasan
seorang kurator benar-benar terjaga. Tidak hanya
masalah independensi kurator saja yang harus
ditegakkan melainkan prinsip dan moralitas seorang
kurator dapat menjadi tumpuan sebagai instrumen hukum
dalam rangka penegakkan keadilan dan keberpihakan

hukum.
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PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01-HT.05.10 TH. 2005
TENTANG
PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b dan Pasal 234 ayat (3)
huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk memberikan landasan hukum mengenai
Pendaftaran Kurator dan Pengurus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Kurator
dan Pengurus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443),

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang
Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahar
atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diuban terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004,

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat
oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah
pengawasan Hakim Pengawas.

2. Pengurus adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat
oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban
pembayaran utang oleh pengadilan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

3. Pemohon adalah setiap orang yang memiliki kemampuan khusus untuk
mengadakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dan debitor yang
diberikan penundaan kewsjiban pembayaran utang.

4. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Kurator dan Pengurus yang berbentuk

perkumpulan berbadan hukum.

Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderla adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

New

BAB I
PERSYARATAN
Pasal 2
Syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus

a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¢c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

d. sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;

e. telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh
organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
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tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;

membayar pendaftaran; dan

memiliki keahlian khusus.

Pasal 3

. Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator

dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan
permohonan kepada Menteri,

Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan dokumen berupa :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris;

b. fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh
perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;

c. fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;

d. fotocopy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan
oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bersama dengan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;

f. fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;

g. surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara
kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate
qualqq) debitor pailit;

h. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit,

i surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
dan

j. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan pemeriksaan
administratif oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk menganggap perlu mengetahui lebih
lanjut keahlian khusus pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf |
maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil pemohon.
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3. Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk berpendapat bahwa pemohon belum
memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan
pemohon dapat ditolak.

Pasal 5

1. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemohon harus melengkapi
kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung
sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan
dari Direktorat Jenderal.

2. Dalam hal kekuranglengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi,
permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus dianggap ditarik kembali.

3. Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran Kurator dan
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), segala biaya yang telah
dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB I
PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS
Pasal 6
1. Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Menteri dengan dikenai biaya penerimaan negara bukan
pajak.
2. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 8

Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor
pailit dan pengurus yang mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban
pembayaran utang wajib terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
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BAB IV
SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS
Pasal 9

1. Direktorat Jenderal memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan
Pengurus kepada pemohon 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah lengkap, dengan tembusan surat
pengantarnya disampaikan kepada ketua pengadilan niaga dan organisasi
profesi.

2. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan.

1

Pasal 10
Direktorat Jenderal mencatat Surat bukti Péndaftaran Kurator dan Pengurus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam buku register pendaftaran Kurator
dan Pengurus.

BABV
PERPANJANGAN SURAT BUKTI
PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS
Pasal 11
1. Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

2. Perpanjangan masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus
diajukan oleh pemohon. ’

Pasal 12

Dalam hal pemohon mengajukan perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran kurator dan
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon wajib melampirkan dokumen
berupa :

a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang lama;

b. Rekomendasi organisasi profesi;

¢. Sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama
dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
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d. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat

Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
TERHADAP KURATOR DAN PENGURUS
Pasal 13

1. Dalam hal Kurator dan Pengurus diangkat oleh pengadilan niaga untuk perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tertentu, wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan pendahuluan;

b. laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
c. laporan akhir/penutup.

3. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kurator dan Pengurus juga
wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal :

a. fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani yang

dilegalisir oleh Notaris;
b. specimen tandatangan, paraf, dan stempel.

Pasal 14
Dalam hal Kurator dan Pengurus pindah alamat kantor, wajib memberitahukan kepada
Direktur Jenderal.

Pasal 15

Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akunte

mediator, dan atau arbiter.
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BAB VI
PEMBERHENTIAN KURATOR DAN PENGURUS
Pasal 16
|. Kurator dan Pengurus berhenti karena :
a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai Kurator dan Pengurus;

c. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Kurator dan Pengurus
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

d. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman
pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

2. Kurator dan Pengurus dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi kewajiban dan
atau melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

1. Kurator dan Pengurus yang telah dikeluarkan sebagai anggota organisasi profesi
dilaporkan kepada Menteri dan pengadilan niaga oleh organisasi profesi.

2. Kurator dan Pengurus yang telah dikeluarkan dari suatu organisasi profesi, tidak
menghilangkan haknya sebagai Kurator dan Pengurus untuk menangani perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 18

Kurator dan Pengurus yang berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret Kurator dan Pengurus
dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.
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BAB VIl
KETENTUAN PERLAIHAN
Pasal 19

Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-HT.05.10. Tahun 1998 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pendaftaran kurator dan Pengurus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

HAMID AWALUDIN
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Kode Etik Pro
profesionalisme yang dituntut darl Anggota dlar penunjukan dan*’%} '-
dalam kepailan 34

nelaksanazn tUgas sebaga kurator atay pengurus i
atau penundazn kewajiban pembayaian utang, Perbuatan atau sikep \BENTURAN KEP
yang bertentangen dengan Kode Etik Profesi dapat dikenakan sanksi‘t”f = ENTINGAN

berdasarkan Anggaran Dasar Asosasi dan Kode Ee Pofs

MUKADIMAH

Y ' l '
i d

Kode Exk Profest terdir dati Prinip Etika Proesi dan Anrar Enhi hin yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya den h
: gan penu

| tnggung jawab ssuai peraturan perundang-undangan yang berlak
u.

Prinsp Erka Profe mcfupakamkuan“profcsi' shan tngE e o
G funaor dan pengiirds harus
thindarkan,

blik, pihak-pihak yang terkait dalam tanghai .
daan kewajiban pembayaran Utang dan ki g0
di pedoman setiep Anggots GabfEE p Ac clum penunjukan
fesionalnya dan merupekan andise Aggota haus meno ukan
fesionalnya. Pingp ini menut .,{,.‘.\ b W penunjukan terdal;i(t l;ii‘::l:: 2 Ilka. ternyata bahwa pada
¢ dan bilamana pery ¢ 3 Jl(nformlasl yang diperoleh, Anggota bcfem;ngan atau berdasarkan
¢pentingan mungkin akan muncl pendapat bahwa benturan

jawabnya kepada pu
kepailitan atau peaun
seprofesi, Prinsip ini menja
memenubi tanggung fawab pro
dasar perlaku etika dan peilaku pro
komitmen untuk berperilaky tethorma

pengorbanan epentingan pribad.

g Setelah penunjukan

Auuran Eka Profesiondl merupakan at :
perlaku Kurator dan Rengurus Penundazn Kewajiban Pembifiide. Anggota arus
Utang dalam melaksanakan tugas dan pengabdi PiEE, . heditr komitegl:::d?:;?g({ligakagkan k‘3Pada‘Hankim Pengawas,
epaltan dan penundaan Kewaiban pembayaran Uiang g TR b penunukan munculL ada) dan debitor jika ternyats
dijunjung tingg den ditaati. fatuten kepeningan
insip Kedya o T:
P Redua - Tindakan Sehubungan Dengan Harta Paii

tekan, pegawai
s ) Saudara (dalam arti luas) 1
barang atau mendapatkan kepentingznnj:at 2:152

Gumber: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang dikyaga
e | Anggota tanpa persenujuan Hakim Rengawas

Analisis yuridi i
yuridis.. aLdin, FH Ul, 2008
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o dan semangataya,
2, Integitas merupakan salah satu cirf yang fundamental b

; pcngakuan tcrha@ap'Profcsionalismc yang melandasi keptiza aaaéxl
publ set menjadi patokan (benchmark) bagi Anggota dgllam
mengujisemua keputusan yang diambilnye.
.3, Integritas mengharuskan Anggota untuk '

I : , antara ain, bersika
jujur dan dapat dipercaya serta tidak i
publik demi kcpcntingai pribadi. B
C.4, Integritas mengharuskan An |

; | geota untuk bersikap objekti

menjalankan profesinya secara cermat dan seksama? i

rethadap siapa semua fakta harus diungka
pemberesan melalui pelelangan umurm.

Prinsip Ketiga - Tanggung Jawab Profesi
Sebagal profesional, Anggota mempunyai peran penting delan A
masyatakat, Sejalan dengan peranan tersebut, Anggota mempunyai
tanggung awab kepada semua phak yeng terkait sehubungan dcnganw‘f
tugas mereka sebagai kurator atau peagurus. Anggota arus mempu.
nyal tanggung javiab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama
Anggota mengembangkan profes urator dan pengurus, memelan
kepercayaan masyasakat dan untuk menjalankan tanggung juwab s
profesionalnya dalam mengaur ditnya sendir. Usaha Anggota s ‘ 2 Prinsip Keenam - Objekti
e - Objektivitas

bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradi )

profesionalisme. . Objektivites mengharuskan Anggota bersikap ail tidak memihak

jjur, tidak berprasangka atau bi '
T gihak laa‘i]n?m' s ebas da kepentingan

o 1 b |
4 1. IB;I:::ZZ r:r:gtgeotkaa dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan
. s';ba kanan-tekanan, ukuren kewajaran harus diper
ke o kf]al patokan untuk mealal.dan. menyikapi situasi-
X yang kelihatannya mcrusakobiektiﬁwsAnggota}:erseb::l
. pcnggffﬁr;ahubungan yang memungkinkan prasangka, bias ata
7 innya untuk melanggar objektivitas b dlihindari u

A i
ggota waiib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkat

yang terlibat dala fad
0 m pemberian i
g e ean s ofeond memict iy

Prinsip Keempat - Kepentingan Masyarakat/Umom

1. Ciri utama dari profesi kurator dan pengurus adalah pcrtant
gungjawabankepada masyarakat secard umum, Khususnya kepick

semua pihak yang terkait dengan Kepailitan atau penundoit iy
kewaiiban pembayaran utang p

2. Bilamana dalam menjalanken profesinya Anggota mcngalamj‘, :‘Pf“
benturan dengan pinak-pihek yang berkepeatingan, make a3
mengatas benturan inf ANgEOR hatus bect

ndak dengan Integiid
tinggi sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsp el

profesinya. "
By 890t tidak boleh meneri
| | ! m
3. Tanzsf’ng jawab Anggota nda'k'scmata-mata untuk mcm;pu']'g B hadih, fsilivas atay ““l“ma mopei i
ketertiban dalam rangka kepailitan atav penundasn keWal% MMpEngaruh pet b3°83 a ;‘3“3“1 b s oo
( Imoangan dan/atau peri |
perilaku profesional

pembayaran utang namun harus pula mengkut standar pfoft‘};

yang ditiikberatkan pada kepentingan umum sesual 00§ \“; '
A Peinsip Ketjuh - Peilaku Profesional

keteatuan yang beraku. o
o g
e jouhi
‘ h]ia:tlhn:gkah laku yang dapat mendiskreditken
L knggota sebagal perwujudan tangaung
pinak yang terkait dalam rangka kcpailila:

kewajiban pembayaran utang.

yri {81 haryg dipeny
02 kepaga pi
WU penundaan

n\

Prisip Kelima - Integrites p
eadilan 8

1, Integritas berpedoman pads kebenatan dan K k
ika sesVg
b,

Leharusan untuk mentaati standat pofes dan ¢t

' 4
Analisis yuridis{

"

. 'hudin, FH UI, 2008
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Prinsip Kedelapan Standar Profesi }; ) BB

Srandar Profesi yang harus ditaati Anggota adalah standar yang ;g : Tujuan
‘ikeluarkan oleh Asosias Kuratordan Pengurus Indonesia 1

' 4 Pasal 2

Bb g Perilaku Profesional bertu '
[uan memb ;
BAGIAN KEDUA A28 hnggota e memelbara ntegrites mora ‘}ilatiraltkiranlgfa bagi
ATURAN PERILAKU PROFESIONAL b martabat Anggota dalam rangka menialan’kan f' it
{ ) profesinya dengan
BABI W
Pengertian i
3 — BABIII
Basal 1 ¥ Rnsl, Bentum} Kepentingan, Integites
. Awran Pelaku Brofesional merupekan aturan tentang; e dan Objektivitas
- pola sikap dan perlaky urator dan pengurys penundaan B |
kewajiban pembayaran utang bagi setiap Anggota delam )w | Masingtnad fasil 3
melaksanakan tugas dan pengabdiznaya delam anga | singemasing Anggota harus menjunjung tingg independensi
p : ad integitas dan objekevias k B! ndependens
kcpaxhtandanpcnundaankcwapbanpembayaranutangymg;i@r unyai (i) k Jektivitas, Karenanya anggota dilarang me
waiib dijunjung tinggi dan ditaaioleh seiap Anggots; ti; c fcrhzda plgﬂ;g;m,;f‘tgj“ balrhlangsung maupun tidak lagngsur:g'
o SR B ; . e allt dan usaha kredi : .
- pengawasan dan-pea ola sikap dan perilaku Anggota. ¢ A editor maupun debit :
peng praegakan pola sikep G4 P = 2 k°PfI““‘.‘Sa" pribadi terhadap Kreditor maupuﬁ debigol[(.)_r'. bnfl
2. Dewan Kehormatan Profesi (selanjutnya disebut Devan) /4 Mesing:masing anggota harus bekerja secara independer, bebs

adalah ‘suatu badan yang anggota-anggote

Rapat Anggota Asosiasi dan bertugas untu
techadap Kode Ek Profst

. Pengures) adalah;;.;
Katoleh Rapat AnggoH gi% .

menegakkan ketaatan Anggoté

Pengurus Asosiasi (selanjutnya dised
suatu badan yanganggota.anggotanyadiang

Asosiasi dan bertuges untuk mengurys dan mewakill Asosis5ip
baik di dalam maupun diuar Pengadilen. E>
k.

Kurator dan pengurus p
utang yang tergabung

yang berlaku.

dalam Asosiasi $¢

perorangan atau persekutuan perdata yéng
Indonesia dengan mempethatikan pcaturan et

enundaan kewajiban pembayail o
T §
berdomisill CLA&E:

dang-undangm
¥

Analisis yuridis

nya diangkat oeh 4.
k mengawasi din "4

o o il 1 o
, an mandir serta tdak dipengaruhi oleh siapapun atau apapun

dan wajib
mcmegang teguh ras .
2
ggon, 8 kesetiakawanan antara sesama

n i .

dan dapat di |
_ percaya serta
publik demi kacnti}rllgan Pribtal:i,ak mengorbankan kepercayaan

Anggota tidak boleh i
b eh mempunyai keterkaitan d ‘
Itor dan/atau pihak lain yang dapat menghala:;;gpae?afseabnl::rr{
0

tugasnya dengan penuh |
hignyaghetly, o S

Anggo[ i

a dilatang meneri '

: erima

kepentingan, penunjukan delam terdapat benturan

glin, FH U, 2008
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K ‘,‘l\ <,. \

BABIV q;\

Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota L

Pasal 4 b

. Dalam melaksanakan tugasny
menghargsl setiap hak dar phakepihak yang berhubungan dalan

menerapkan peraturan pe
" Masing:masing anggote harus mentaati dan mclaksanakaﬁ: !
aturan peaundangundang 24 1
)

dengan sungguhvsungguh segala pe
yang belaky sehubungan dengan

kewajian pembayaran Utahg ;
Pasal § 1333

|, Masing:masing anggote berhak mendapatkan imbalan jasa s
dengan peraturen perundang-undangan yang berlakv. 3:_

7. Masing-masing anggot? waiib memperoleh perlindungan dngit
asosiasi dalam hal terjedi ketidakadilan terhadap anggote syl
~ bungan dengan peereen i
i e}

il

Pl

Pasal 6
tavajomenolak penun]ukansebagai
nyata bahwia

kutan menyadat
K dapat berskap independen. St

{. MasingmasingAngg0
atau pengurus jika ter
- Anggota yang bersang
melaksanakan tugasny? tida
- Anggota yang bersangkutan men
mengetahuiadanyd
anggota tersebut tidak
penuh tanggung jawab.

2, Apabila setelah penunjy
benturan kepentingad,
mengungkapkennya kepada Fa
yang beckepentingan dan jika perlu mengem
yang diberikan.

3, Tiap anggota yang
tindakan sesama an,

¥

muncul suil

mengetahui adany penyelewerf i
Hes
LNl

ggota yang beaenténgen dengan N T

a masingmasing anggots atg 5.

rundang-undangan 2B bedke, W

kepailitan dan penundaay ﬂ :
BV
i i

nya sebagai kurator 120 pengurss. AR
w«
Bivoo v w e i i

ko isf
i bahwa B

getahui v sewafanyLik:

bcnturank:pcntinganyangmcnycba gl
dapat nloksanakan tugasnfa LS
k3 Dewan waj .

wan wajib memeriksa pengaduan yang diterima melalui

it
v
(P :
(R

[
maka anggota tersebut harus scggﬂ\ g g
Hakim Pengawas dan piak e, 4
baliken MIARRER)
A ‘.‘;". dan R 4
. “ e dnghanyai

s ¥ ".

Lampiran 119

Profesi harus melaporkan kejadian ters b
Cchornata mel Pngus, | ebut kepada Dewan

BABV
Hal-Hal Yang Dilarang

Pasal 7

Masingmasing Anggota tidak dibenarken untuk melalui medi

mencar publistas bag dirinya sendir atau untuk mcn;rrliedlcarrgsis: a
msyaraat mengend tindakan-tindakanscbagaikuratoratau;cn run
engend pekeraan yangsedang,telah atau akan ditanggninya kcgcuua;
ap'abll.a kct;rapgan yang ia berikan itu betujuan untuk mcn; akk l
prinsp-prnsip hukum dalam rangka kepailitan dan pcnugndaaan
Kewajiban pembayaran utang yang wajib diperjuangkan oleh sctia;

Anggota.

BAB VI
Dewan Kehormatan Profesi

s " hasal 8
. Sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Asosiast
g osiasi, Dewan diang}
2 lslapat. Anggota Asosiasi untuk masa tugas'S (tiga) ta}:rrlmgm .
. d:i?a;aﬁa:alﬁgnggar?n Dasar Asosiasi, susunan dewan teedir
o kegtu: ; b3 (tiga) anggote, satu diantaranya menjabat
an seorang menjabat sebagai sekretaris dengan

ketentuan §
n jumlah anggota d

ewan :
hasseluganl, % termasuk ketua dan sekeetatis

Rengury
§ terhadap seoran '

a0 -
pertama dan tesakhir, o b g e

B b
ngaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

i kreditor/debitor;

R
r RO
| T.U:K,l\' I Anggota; dan

i ‘1’.)',5??:' i, pibakenthab fa:
AT pihak-pihak ain yang berkepentingan

W wy f ’\)\:‘(‘71\_‘ .
vl ;f‘“‘f.l'

Analisis yuridis..
i

'. | X
W, | T

1
.’ % .
}‘"&"Udm’ FH UL, 2008
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Profest dan dewan cetelah menerima permintean pen s wajh 4 i ,
dalam waktu 28 hgti mengcluarkanF:;wayangdifnin%a. i 4;: : f:ﬂ;t:;ﬁg ad[:fa:;;ﬁ?g:;‘;ﬁ;“df;:fad;an, pemeriksaan dan
| Dewian bersidang sebaga majelis yang dipimpin oleh ketua dan ?
dihadiri oleh semua anggota dewan, BAB VI
3, Sidangsidang dlakukan secard rULP: ;é; Ketentuan-Ketentuan Lain
i | Pasal 12

£

3 Dewan mengambil putusén dengan suard tesbanyak dan meng: ' f
Reagurus berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur

capkannya dengan atau 130p3 ihadic oleh pihakepihak yang
Y8k gom Kode Etk Profsi dan/atau menentuken hal-hal yang be
-hal yang belum

bersangkuten, setela sebelumnya membecitahukan hari, tanggal
pihek yangbersanghuta e dalamnya setelah -
1 ey memperhatikan saran Dewan yang ber-

dan waktu sidang tersebut kepada pihike
Kode Etik dan Prinsip Etika Profesi Asosiasi disahkan dalam Rapat

4, Puwsanharusmemuatpcrtimbangan-pertimbanganyangmcnjadi
 dasarny da menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik Profesi yang «:
4| ool bertenpt ikt pads gl 30 Nopebe 199

M

dilanggar.
5, Putusan dewan ditandatangani oleh semua anggota dewan dan dndinyatakan belaku muls tangga 30 Nopember 1959
merupakan putusanfinel. %‘ | '

6. Sanksiyangdiberikan dalam keputusan dapat berupa:

- - pansecatetdl
- peringatan keres dengan surat B B
- pemberhentian qementara dari keanggotadn 8
3 tiga) sampai6(cnam) bulan; :
- pemberhentian sebagal anggota asosash %

Pasal 11

. Dalam waktu cclambat-ambataya 14 (empet belg) hrt s e; .
putusan dewen diucapkan, salinan putUSED dewan disampall

melalui pengurus epada:
3 terady,
b, pengady;
| ¢ alam hal putusan dewan menyangkut
gotaan, maka salinan putusan disam

\ pengurus kepada:
2, Departemen Kehakinat, dan
b, Pengadilan Niaga

—

Analisis yuridis...

filbia, P U1, 2008
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